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ABSTRAK 
 
Skripsi ini berjudul “Peran Rakyat Genap Mufakat Terhadap Pembangunan 
Masjid di Kampung Pantan Reduk Kecamatan Linge Kabupaten Aceh 
Tengah”.Adapun skripsi ini menarik dikaji karena RGM (Rakyat Genap Mufakat) 
merupakan salah satu unsur pemerintahan kampung yang memiliki peran penting 
di kampung tersebut.Akan tetapi RGM (Rakyat Genap Mufakat) di Kampung 
Pantan Reduk belum menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya.Penelitian ini 
bertujuan (1) Untuk mengetahui peran RGM (Rakyat Genap Mufakat) terhadap 
pembangunan masjid di Pantan Reduk Kecamatan Linge Kabupaten Aceh 
Tengah. (2) Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi 
RGM (Rakyat Genap Mufakat) dalam pembangunan masjid di Kampung Pantan 
Reduk Kecamatan Linge Kabupaten Aceh Tengah. (3) Untuk mendeskripsikan 
solusi yang diberikan RGM (Rakyat Genap Mufakat) terhadap permasalahan 
pembangunan masjid di Kampung Pantan Reduk Kecamatan Linge Kabupaten 
Aceh Tengah. Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Teknik pengumpulan data 
yang digunakan adalah observasi, dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa (1) RGM (Rakyat Genap Mufakat) tidak berjalan sesuai 
fungsi dan tugasnya, kurangnya pengawasan RGM (Rakyat Genap mufakat) 
terhadap pembangunan masjid. Miskinnya pemikiran terhadap pembangunan 
masjid. RGM (Rakyat Genap Mufakat) kurang bisa dalam mengayomi masyarakat 
Kampung Pantan Reduk. (2) RGM (Rakyat Genap Mufakat) Memiliki tugas 
pengawasan kegiatan kampung, mengawasi anggaran keluar masuknya dana 
kampung, memberikan solusi atau pendapat, menyampaikan pendapat 
masyarakat. (3) Faktor penghambat pembangunan masjid di Kampung Pantan 
Reduk yaitu kurangnya anggaran dana untuk pembangunan masjid di Kampung 
Pantan Reduk. Sibuknya RGM (Rakyat Genap Mufakat) terhadap urusan pribadi, 
Kurangnya Keperdulian RGM (Rakyat Genap Mufakat) terhadap masyarakat 
Kampung Pantan Reduk.  
Kata kunci : Rakyat Genap Mufakat dan Pembangunan Masjid 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Organisasi merupakan kerja sama  dua orang atau lebih dalam suatu 
keadaan yang terkoordinir untuk mencapai hasil yang diinginkan.Di dalam 
organisasi ada sejumlah orang baik sebagai manajer maupun sebagai anggota, ada 
struktur, tujuan tujuan, aturan dan prosedur. Orang yang melaksanakan 
manajemen inilah disebut manajer, dan yang melaksanakan pekerjaan praktis 
adalah anggota.
1
 Organisasi adalah hal yang tidak dapat dipisahkan dari 
kehidupan manusia, Seperti halnya dengan anggota badan merupakan organisasi 
tubuh kita.Organisasi yang baik dapat terwujud apabila unsur didalamnya 
berfungsi secara maksimal, sehingga tujuan yang diinginkan dapat tercapai seperti 
yang diharapkan, apabila mampu merencanakan program-program secara matang 
dengan memperhitungkan dimasa yang akan datang serta melaksanakan rencana 
yang telah di buat. Setiap organisasi memerlukan pengelolaan yang baik dan 
benar, sehingga pengelolaan tersebut dapat diaplikasikan untuk seterusnya.  
Pada tahun 2011, Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah, telah 
mengeluarkan Qanun Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pemerintahan Kampung. 
Adapun dasar pertimbangan menerbitkan qanun ini, bahwa kampung merupakan 
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas batas wilayah yang berwenang 
                                                 
1
 Syafaruddin,  Manajemen Lembaga Pendidikan Islam, (Ciputat: Ciputat Press, 2005),  
hal. 69-70. 
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mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul 
dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati sebagai keistimewaan aceh 
dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik indonesia.Pertimbangan 
lainnya adalah bahwa pengakuan khusus untuk mengatur dan mengurus 
kepentingan masyarakat setempat membutuhkan pengaturan yang jelas tentang 
tugas, fungsi dan wewenang pemerintahan kampung sebagaimana diatur dalam  
pasal 117 undang undang nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintah aceh.
2
 
Dalam Pasal 1 Nomor 17, Qanun tentang Pemerintahan Kampung  
dijelaskan, bahwa adanya sarak opat , dimana sarak opat adalah empat unsur atau 
potensi masyarakat secara terpadu yang terdiri dari reje,petue,imem dan Rakyat 
Genap Mufakat.
3
 
Rakyat Genap Mufakat yang selanjutnya disingkat RGM (Rakyat Genap 
Mufakat) adalah unsur Sarak Opat yang anggotanya dipilih secara musyawarah, 
di kampung setempat yang terdiri dari unsur ulama, tokoh masyarakat setempat, 
pemuda dan pemudi,pembuka adat, dan cendikiawan yang ada. Adapun fungsinya 
mengayomi masyarakat, memperhatikan adat istiadat, berpartisipasi dalam 
penyusunan qanun kampung, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat 
                                                 
2
 Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pemerintahan Kampung 
hal 1 
3
Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pemerintahan Kampung 
hal 3 
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setempat, serta melakukan pengawasan secara efektif terhadap penyelengaraan 
pemerintah kampung.
4
 
RGM (Rakyat Genap Mufakat) pada mulanya merupakan BPK  (Badan 
Penasehat Kampung), namun setelah dikeluarkannya Qanun Kabupaten Aceh 
Tengah Nomor 4 Tahun 2011, BPK diganti menjadi RGM (Rakyat Genap 
Mufakat). dalam UU Pemerintahan Daerah UU No 22 tahun 1999 maupun UU No 
32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, tidak tercantum tujuan pengaturan 
desa, karena merupakan sistem pemerintahan terendah dalam suatu negara.
5
Pada 
Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2011pada Bab IX tentang 
Perencanaan Pembangunan Kampung ayat 3,menyebutkan bahwadalam 
menyusun perencanaan pembangunan kampung haruslah melibatkan RGM 
(Rakyat Genap Mufakat).
6
 
Berbicara mengenai perencanaan pembangunan kampung tentu tidak 
terlepas dari visi,misi,strategi, kebijakan, program atau kegiatan dan kebijakan 
keuangan kampung. dalam suatu pemerintahan kampung tentulah ingin 
memajukan dan mensejahterakan kampungnya dari tahun berikutnya. Oleh karena 
itu disetiap pemerintahan kampung memiliki rencana pembangunan jangka 
pendek,menengah dan jangka panjang. 
                                                 
4
Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pemerintahan Kampung  
hal 5 
5
 Yusnaini Hasjimzoem, Dinamika Hukum Pemerintahan Desa, dalam Fiat Justisia : 
Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8, No. 3, Juli – September 2014 
6
Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pemerintahan Kampung 
hal 38 
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Berbagai macam program yang akan dilaksanakan oleh pemerintahan 
kampung, salah satunya pembangunan masjid.Masjid adalah tempat sujud kepada 
Allah SWT, Tempat Shalat, dan tempat beribadah kepada-Nya. Masjid juga 
tempat untuk mendamaikan orang orang yang sedang bertengkar, tempat 
pendidikan dan pengajaran, tempat yang kadang patut memutuskan perkara  orang 
orang yang sedang bersengketa dan tempat menyantuni orang orang miskin.
7
 
Dalam Al Qur’an Surat At Taubah Ayat 18 Allah berfirman : 
                                     
           
Artinya : “Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-
orang yang beriman kepada Allah dan hari Kemudian, serta tetap mendirikan 
shalat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada Allah, 
Maka merekalah orang-orang yang diharapkan Termasuk golongan orang-orang 
yang mendapat petunjuk”. (Q.S At Taubah : 18)8 
Pada awalnya, peranmasjid tidak hanya sebatas memfasilitasi pelaksanaan 
sholat saja. Namun, masjid juga berfungsi sebagai pusat pengendalian 
kepemerintahan, administrasi, dakwah, dan tempat untuk musyawarah. Masjid 
juga berfungsi sebagai tempat untuk memutuskan perkara yang berkaitan dengan 
hukum, mengeluarkan fatwa, proses pembelajaran (transformasi ilmu), dan 
informasi penting, serta unsur lain yang berkaitan dengan urusan agama dan 
                                                 
7
 Syeikh Hasan Ayub, Fikih Ibadah, ( Jakarta : Pustaka Al Kausar , 2004 ), hal. 179 
8
 Syaamil Cipta Media, Syaamil : Al Qur’an dan Terjemahan  : 187 
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kepemerintahan. Oleh karena itu, masjidyang seperti itu sangat berharga di mata 
kaum muslimin.
9
 
Melihat peran dan fungsi masjid pada masa zaman rasulullahmasjid 
sangatlah banyak digunakan untuk kesejahtraan masyarakat.Mulai dari tempat 
peribadatan, pertemuan,bermusyawarah, perlindungan,kegiatan sosial, pengobatan 
orang sakit, latihan dan mengatur siasat perang, penerangan dan madrasah ilmu, 
berda’wah,pusat informasi, dan lain lain.10Begitu pula halnya dengan masjid di 
Kampung Pantan Reduk. 
Kampung Pantan Reduk merupakan pemekaran dari kampung Gemboyah 
pada tahun 2007, Masjid diKampung Pantan Reduk ini dinamai MasjidBaitul 
Mu’minin, yang berarti rumah  orang orang yang beriman. Pada mulanyamasjid 
ini merupakan sebuah menasah yang dibangun pada tahun 2000.Ketika 
pemekaran kampung, menasah pun dirubah menjadi sebuah masjid. Menurut 
ketentuan Qanun Meukuta Alam, bahwa dalam tiap tiap mukim harus didirikan 
satu masjid.
11
Dana yang didapat untuk renovasi dan pembangunan masjid ini, 
merupakan dana dari iuran masyarakat Kampung Pantan Redukitu sendiri, dan 
dibantu dengan dana proposal yang diajukan oleh Kepala Kampung Pantan 
Reduk. 
Sebagaimana kita ketahui bahwa setiap kampung juga memiliki 
pemerintahannya tersendiri, sama halnya Kampung Pantan Reduk, dimana di 
                                                 
9
 Budiman Mustofa Lc, Manajemen Masjid, (Surakarta : Ziyad Visi Media, 2008),  hal. 
22 - 23 
10
 Ahmad Yani, Panduan Memakmurkan Masjid, (Jakarta : Dea Dress, 1999),  hal. 11- 22 
11
 Muhsin Ibrahim,  Dayah, Masjid, Meunasah sebagai Lembaga Pendidikan dan 
Lembaga Dakwah    di Aceh. Al Bayan, Vol. 20, No. 29, Januari – Juni 2014 hal. 24 
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Kampung Pantan Reduk memiliki organisasi yang bernama RGM (Rakyat Genap 
Mufakat). Pada Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2011 tentang 
Pemerintahan Kampung bagian kedua fungsi, tugas dan wewenang diberitahukan 
bahwa RGM (Rakyat Genap Mufakat) memiliki fungsi legislasi, pengangaran, 
pengawasan dan penyelsaian sengketa.
12
 
Dari fungsi dan tugas RGM (Rakyat Genap Mufakat) tersebut, dapat 
dikatakan bahwa RGM (Rakyat Genap Mufakat) di Kampung Pantan Reduktidak 
menjalankan tugas sebagaimana mestinya. Pasalnya masjid di Kampung Pantan 
Reduk belum mengalami perluasan pembangunan, masjid di Kampung Pantan 
Reduk saat ini berukuran 8 x 10 M jadi hanya dapat menampung 8 saf jamaah dan 
setiap saf berjumlah 13 jamaah, sehingga jumlah jamaah yang dapat sholat di 
masjid kurang lebih sekitar 104 jamah, sedangkan masyarakat Kampung Pantan 
Reduk saat iniberjumlah 105KK dan 426 jiwa. Dengan jumlah laki laki 231 jiwa 
dan perempuan 195 jiwa. Adapun jamaah yang sholat di masjid kurang lebih 
sekitar 200 jamaah, sehingga masjid tidak dapat menampung 96 jamaah lainnya. 
Dengan banyaknya jumlah jamaah tersebut maka harus dilakukan perluasan 
masjid sehingga dapat menampung semua jamaah. Selain dari pada itu, RGM 
(Rakyat Genap Mufakat) juga kurang bersosialisasi dengan masyarakatnya, 
pasalnya jika ada permasalahan, masyarakat lebih memilih untuk menyampaikan 
pendapatnya kepada Sekertaris Kampung.
13
 
                                                 
12
Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pemerintahan Kampung 
hal 23 
13
 Hasil Wawancara dengan Bapak Hasanuddin, Mantan Reje Kampung Pantan Reduk 
Pada Tanggal 27 Juni 2018 
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Disebabkan dari berbagai permasalahan yang ada pada RGM (Rakyat 
Genap Mufakat) di kampung pantan reduk,Oleh karena itu peneliti tertarik untuk 
mengambil judul “Peran RGM (Rakyat Genap Mufakat) Terhadap Pembangunan 
Masjid di Kampung Pantan Reduk Kecamatan Linge Kabupaten Aceh Tengah”. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah 
dalam penelitian adalah 
1) Bagaimana peranRGM (Rakyat Genap Mufakat) dalam pembangunan 
masjid di Kampung Pantan Reduk Kecamatan Linge ? 
2) Apa saja faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi RGM (Rakyat 
Genap Mufakat) dalam pembangunan masjid di Kampung Pantan Reduk 
Kecamatan Linge ? 
3) Bagaimana solusi RGM (Rakyat Genap Mufakat)menghadapi 
permasalahan dalam pembangunan masjid di Kampung Pantan Reduk 
Kecamatan Linge ? 
C. Tujuan  Penelitian  
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi Fokus 
penelitian ini adalah 
1) Untuk mengetahui peran RGM (Rakyat Genap Mufakat) di kampung 
pantan reduk terhadap pembangunan masjid di Pantan Reduk Kecamatan 
Linge Kabupaten Aceh Tengah. 
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2) Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi RGM 
(Rakyat Genap Mufakat) dalam pembangunan masjid di Kampung Pantan 
Reduk Kecamatan Linge Kabupaten Aceh Tengah. 
3) Untuk mendeskripsikan solusi yang diberikanRGM (Rakyat Genap 
Mufakat) terhadap permasalahan pembangunan masjid di Kampung 
Pantan Reduk Kecamatan Linge Kabupaten Aceh Tengah. 
D. Manfaat Penelitian  
Dalam setiap penelitian,pasti memiliki manfaat dari penelitian tersebut. 
Oleh karna itu dapat diambil 2 manfaat dari penelitian ini  
1) Manfaat Teoritis  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi dan bahan 
tambahan bagi perkembangan ilmu pengetahuan selanjutnya. 
2) Manfaat Praktis 
a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan Menambah wawasan 
peneliti mengenai Rakyat Genap Mufakat 
b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi gambaran untuk pengurus 
selanjutnya tentang tata cara kerja Rakyat Genap Mufakat dalam 
pembangunan masjid. 
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E. Penjelasan Istilah 
1. Peran  
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia“peran” diartikan sebagai tingkah 
laku yang dimiliki oleh orang yang berkedudukan dimasyarakat.
14
 Peran atau 
peranan sesuatu yang menjadi bagian yang memegang pimpinan terutama dalam 
terjadinya suatu hal peristiwa.
15
 
Peran adalah prilaku yang sesuai dengan status seseorang juga merupakan 
seperangkat prilaku yang diharapkan dari seseorang yang menduduki suatu posisi 
atau kedudukan tertentu dalam masyarakat.
16
 
Peran yang penulis maksud disini adalah serangkaian prilaku yang 
diharapkan pada seseorang sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara 
formal maupun informal. Peran disasarkan kepada ketentuan dan harapan peran 
yag menerangkan apa yang individu-individu harus lakukan dalam situasi tertentu 
agar dapat memenuhi harapan-harapan mereka sendiri atau harapan orang lain 
yang menyangkut peran tersebut. 
2. RGM (Rakyat Genap Mufakat) 
Rakyat Genap Mufakat merupakan rakyat berkewajiban 
bermusyawarahmufakat  dalam kehidupan bermasyarakat.Genap mufakat adalah 
titik tentu, dari segala-galanya.Tanpa genapmufakat, sarak opat artinya empat 
                                                 
14
 Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, kamus besar bahasa indonesia, ( Jakarta: Balai 
Pustaka, 2002), hal. 854 
15
 W.J.S. Poerwadarminta,  Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai 
Pustaka,2007), hal. 870 
16
 Mulat Wigati Abdullah, Sosiologi, (Jakarta: Grasindo, 2006), hal.53  
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unsur dalam satu ikatan, tidak membenarkan, atau mengizinkan kegiatan 
dilaksanakan sebelum diadakan genap mufakat (musyawarah). 
Genap mufakat adalah gaya tradisional sistem pemerintah masyarakat 
Gayo.  Genap mufakatsudah diterapkan dari zaman dahulu sampai sekarang, ini 
dimaksudkan untuk kepentingan bersama dan ketentraman bersama. Genap 
mufakat menjadi semboyan masyarakat Gayo.Masyarakat Gayo tetap berpegang 
teguh pada bahasa adat yang berbunyi “keramat mufakat behu berdedele” artinya 
bertanggung jawab bersama-sama. 
3. Pembangunan  
Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia “pembangunan” adalah 
pembinaan, hal (cara, perbuatan, dsb) membangunkan.
17
 Pembangunan adalah 
rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan 
dilakukan secara sadar yang ditempuh oleh suatu negara, bangsa dan pemerintah, 
menuju moderenitas dalam rangka pembinaan bangsa (nationbuilding).
18
 
Pembangunan adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, 
baik secara individual maupun kelompok, dengan cara-cara yang tidak 
menimbulkan kerusakan, baik terhadap kehidupan sosial maupun lingkungan.
19
 
Pembangunan adalah pergerakan kearah kesejahtraan, penurunan tingkat 
kemiskinan dan pengangguran serta pemerataan, melibatkan masalah perubahan 
struktural, tetapi bersifat memberatkan nilai dalam pengertian bahwa memberi 
                                                 
17
 W.J.S. Poerwadarminta,  Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai 
Pustaka,2007),  hal. 96  
18
 Sondang P. Siagian, Administrasi Pembangunan:Konsep, Dimensi dan Strateginya, 
(Jakarta: Bumi Aksara 2007), hal. 4  
19
 Lambing Trijono,  Pembangunan Sebagai Pperdamaian Rekontruksi Indonesia Pasca 
Konflik, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia 2007), hal. 3 
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penekanan atas konsekuensi pembangunan sosio-ekonom yang positif dan tidak 
memepertimbangkan persetujuan konsekuensi positif dan negatif.
20
 
Dari beberapa pengertian pembangunan diatas dapat penelti simpulkan 
bahwa pembangunan merupakan suatu kegiatan atau pembinaan untuk lebih 
maju,merubah dari yang masih belum ada menjadi ada, merubah dari yang biasa 
ke arah yang luar biasa. 
 
4. Masjid  
Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia Masjid adalah rumah tempat 
bersembahyang.
21
Menurut W.J.S Poerwo Darmintayang dikutip dari buku Remaja 
Masjid Dalam Era Pembangunan. Masjid adalah tempat sembahyang.
22
 Masjid 
berasal dari kata sajada-sujud, salah satunya bermakna mengikuti maupun 
menyesuaikan diri dengan ketetapan Allah yang berkaitan dengan alam raya 
(sunatullah).Dalam perkembangannya, kata-kata masjid sudah mempunyai 
pengertian khusus yakni suatu bangunan yang dipergunakan sebagai tempat 
mengerjakan shalat, baik untuk shalat lima waktu maupun untuk sholat jum’at 
atau hari raya.
23
Masjid juga tempat untuk mendamaikan orang orang yang sedang 
bertengkar, tempat pendidikan dan pengajaran, tempat yang terkadang patut untuk 
                                                 
20
 Norman Long, Sosiologi Pembangunan Pendesaan, (Jakarta: Bina Aksara 2006), hal. 4 
21
  W.J.S. Poerwadarminta,  Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai 
Pustaka,2007), hal. 750  
22
 Departemen Agama RI, Remaja Masjid Dalam Era Pembanguna, Derektoral Jendral 
Pembinaan Kelembagaan Islam, hal. 8 
23
 Ir. H. Nana Rukmana D. W., MA, Masjid & Dakwah, Cet, 1 (Jakarta: Al-Mawardi 
Prima, 2002), hal. 4 
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memutuskan perkara orang-orang yang berseteru, dan tempat menyantuni orang-
orang miskin.
24
 
Menurut peneliti sendiri, masjid adalah suatu tempat untuk melaksanakan 
ibadah bagi kaum muslim dan juga tempat untuk segala kegiatan yang barkaitan 
dengan islam. Baik untuk sembahyang, menyelsaikan pertikaian, membuat acara 
acara memperingati hari besar umat islam dan lain lain.Masjid juga merupakan 
tempat untuk menenangkan diri ketika dihadapi banyak masalah,masjid 
merupakan tempat segala sesuatu yang berkaitan dengan ibadah dan berurusan 
dengan Allah swt. 
 
 
                                                 
24
 Syeikh Hasan Ayyub, Fiqh Ibadah, Cet, 1, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2004), hal. 
179 
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BAB II 
KAJIAN TEORITIS 
A. Definisi Peran 
Peran (role) merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status). Bila 
seseorang atau lembaga melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya 
sesuai dengan kedudukannya maka ia sudah menjalankan peran. Hal yang 
terpenting dari konsep peranan adalah bahwa hal tersebut dapat mengatur prilaku 
seseorang indivdu atau lembaga dalam kehidupan bermasyarakat.
1
 
Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang 
melaksanakan hak dan kewajibanya sesuai dengan kedudukannya, maka ia 
menjalankan suatu peranan.
2
 
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia “peran” diartikan sebagai tingkah 
laku yang dimiliki oleh orang yang berkedudukan dimasyarakat.
3
 Peran atau 
peranan sesuatu yang menjadi bagian yang memegang pimpinan terutama dalam 
terjadinya suatu hal peristiwa.
4
 
Peran adalah prilaku yang sesuai dengan status seseorang juga merupakan 
seperangkat prilaku yang diharapkan dari seseorang yang menduduki suatu posisi 
atau kedudukan tertentu dalam masyarakat.
5
 
                                                 
1
 Kustini. Efektifitas Sosiologi PMB, No. 8 dan 9 Tahun 2006, (Jakarta: prasastra 2009), 
hal. 19  
2
 Soerjono Soekanto. Teori Peranan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hal. 243 
3
 Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, kamus besar bahasa indonesia, ( Jakarta: Balai 
Pustaka, 2002), hal. 854 
4
 W.J.S. Poerwadarminta,  Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai 
Pustaka,2007), hal. 870 
5
 Mulat Wigati Abdullah, Sosiologi, (Jakarta: Grasindo, 2006), hal.53  
14 
 
 
 
Peran yang penulis maksud disini adalah serangkaian prilaku yang 
diharapkan pada seseorang sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara 
formal maupun informal. Peran disasarkan kepada ketentuan dan harapan peran 
yag menerangkan apa yang individu-individu harus lakukan dalam situasi tertentu 
agar dapat memenuhi harapan-harapan mereka sendiri atau harapan orang lain 
yang menyangkut peran tersebut. 
 
B. Struktur Organisasi Pemerintah Kampung 
1. Reje  atau Kepala Kampung 
Reje meupakan kepala masyarakat hukum adat, mempunyai peranan yang 
sangat penting dalam menata kehidupan masyarakat kampung. Dalam melakukan 
peranannya, dia senantiasa harus “musuket sipet” yang artinya  harus berusaha 
selalu menegakan keadilan, kebenaran, kasih sayang di antara anggota belahnya. 
Ia juga senantiasa harus suci (cuci), supaya dapat mensucikan kehidupan dalam 
masyarakat yang dipimpinnya. Dalam mengambil suatu keputusan, seorangreje 
harus senantiasa adil dan bijaksana. Ia harus menimbang sama berat dan dapat 
membayangkan segala akibat dari keputusannya. Di samping musuket sipet, 
seperti yang dinyatakan di atas, reje juga harus melakukan peranannya dengan 
baik menurut normanorma adat yang tersimpan dalam  berbagai ungkapan adat 
gayo.
6
 
 
                                                 
6
Darmawan, “Peranan Sarak Opat Dalam Masyarakat Gayo”Kanun, Apriil 2010, hal. 
100 
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2. Imem 
Imem mempunyai peranan tertentu,  menurut adat Gayo disebut “muperlu 
sunet”. Ungkapan adat ini dengan jelas menunjukan apa yang harus dilakukan 
oleh imem dalam kehidupan masyarakat setelahnya. Ia berkewajiban menegakan 
norma-norma agama (Islam). Caranya adalah dengan   jalan mengajarkan kepada 
anggota belahnya hukum-hukum Islam yang dilambangkan oleh perkataan 
“Perlu” dan “Sunat” yang berasal dari katakata  “Fardu dan Sunnat” dalam lima 
kategori hukum Islam yang disebut “Alahkam al-khamsah”. Selain dari 
menyebarkan ajaran Islam, Imem juga berkewajiban menjaga agar norma-norma 
agama Islam tidak terlanggar dalam setiap perbuatan yang dilakukan oleh setiap 
anggota belahnya dan keputusan yang dilakukan oleh Reje (pengulu).
7
 
3. Petue 
Petuedalam melakukan perannya, harus selalu “musidik sasat”, yang arti 
ungkapan adat ini adalah seorang “petue” harus senantiasa mengamati, 
menyelidiki dan bahkan mengetahui semua keadan dan perkembangan yang 
terjadi dalam belahnya. Ia harus segera menanggapi dan menyelesaikan 
perselisihan yang terjadi antara para anggota belahnya, dan segera menyampaikan 
apa yang diketahuinya dan soal-soal yang  tidak dapat dipecahkannya kepada 
                                                 
7
Darmawan, “Peranan Sarak Opat Dalam Masyarakat Gayo”Kanun, Apriil 2010, hal. 
101 
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reje.Reje sebagaimana dikatakan di atas, berkewajiban menyelesaikan setiap 
masalah, bagamanapun sulitnya, secara bijaksana, adil dan benar.
8
 
4. Rakyat Genap Mufakat 
RGM (Rakyat Genap Mufakat) merupakan suatu organisasi yang berada 
dalam pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah. Dimana RGM (Rakyat Genap 
Mufakat) merupakan salah satu unsur dari Sarak Opat. Sarak Opat inisangatlah 
berpengaruh dalam suatu kampung di kabupaten aceh tengah. Dimana tugas dari 
RGM (Rakyat Genap Mufakat) ialah menyampaikan saran dan kritikan dari 
masyarakatnya. RGM (Rakyat Genap Mufakat) juga berfungsi menilai jalannya 
pemerintahan dan kehidupan kemasyarakatan. RGM (Rakyat Genap Mufakat) 
juga mempunyai peranan untuk melakukan pengawasan terhadap ke tiga unsur 
Sarak Opat (reje, imem, dan petue).
9
 
Setiap unsur pemerintahan dalam kampung harus melaksanakan 
peranannya berdasarkan norma-norma adat yang telah ditentukan. Jika salah satu 
dari unsurSarak Opat itu yang tidak melaksanakan peranan sebagaimana 
mestinya, sehingga terjadi penyimpangan dari norma adat yang berlaku. Contoh 
Apabila seorang reje misalnya tidak musuket sipet, melakukan peranan yang 
menyimpang dari pola yang telah ditetapkan oleh norma-norma adat, RGM 
(Rakyat Genap Mufakat) dalam kampung yang bersangkutan yang yakin benar 
bahwa telah terjadi penyimpangan dari kaidah yang dipergunakan untuk 
                                                 
8
Darmawan, “Peranan Sarak Opat Dalam Masyarakat Gayo”Kanun, Apriil 2010, hal. 
101 
9
Darmawan, “Peranan Sarak Opat Dalam Masyarakat Gayo”Kanun, Apriil 2010, hal. 
101 
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mengukur tingkah laku reje tersebut, RGM (Rakyat Genap Mufakat) mengadakan 
musyawarah untuk mengenakan sanksi adat terhadap reje bersangkutan. Reje 
yang menyimpang itu disebut Taksir, artinya tidak melaksanakan yang harus 
dilaksanakan sebagaimana mestinya. Dalam Pasal 39 Peraturan Pokok Hukum 
Adat Gayo, disebutkan bahwa seorang reje atau penghulu dapat diberhentikan 
dari jabatannya, jika reje melakukan hal sebagai beikut.
10
 
1. Mengambil harta orang lain bertentangan dengan hukum adat yang 
berlaku, atau  
2. Menimbang berat sebelah, menakar tidak pas  
3. Membenarkan yang salah, menyalahkan yang benar 
4. Bertindak sewenang-wenang.  
5. Tidak mengikuti resam peraturan yang berlaku.  
Dalam musyawarah tersebut RGM (Rakyat Genap Mufakat) 
mengemukakan bukti-bukti yang menguatkan tuduhannya dan apabila bukti-bukti 
itu jelas dan meyakinkan, rayat memutuskan agar reje yang bersangkutan 
melepaskan kedudukannya. kalau seorang reje  telah disebut taksir, ini berarti 
bahwa ia antara lain telah bertindak tidak adil terhadap rakyatnya atau telah 
melakukan kejahatan tertentu yang tidak patut dilakukan oleh seorang reje. Setiap  
tuduhan yang dialamatkan kepada reje tersebut, sebagaimana halnya tuduhan pada 
setiap orang yang diduga telah melakukan suatu kejahatan atau tindakan yang 
dipandang melanggar norma-norma adat, harus benar-benar nyata, terbukti 
                                                 
10
 Darmawan, “Peranan Sarak Opat Dalam Masyarakat Gayo” Kanun, Apriil 2010, hal. 
101-102 
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sebagaimana dikemukakan di atas. Kalau kesalahan reje itu dapat dibuktikan 
dengan nyata, maka ia wajib melepaskan kedudukannya sebagai reje atau dipaksa 
menanggalkan haknya itu. Dalam bahasa hukum di gayo disebut serlut artinya 
dipaksa untuk menanggalkan pakaian yang dipakainya.  Yang diumpamakan 
dengan pakaian dalam hubungan ini, adalah kedudukannya sebagai reje. Jalannya  
adalah dengan menjadikan keadaan reje itu mejadi fakir, yakni orang yang tidak 
mempunyai apa-apa lagi, karena itu peristiwa tersebut dalam bahasa gayo disebut 
pepakiren. Dalam melaksanakan pepakiren terhadap reje,RGM (Rakyat Genap 
Mufakat) dalam kampung yang bersangkutan mengadakan urunan 
(berpegenapen). Masing-masing  berkewajiban memberikan uang atau beras yang 
akan dipergunakan untuk persiapan makan bersama dalam melaksanakan upacara 
menurunkan dan mengganti reje dimaksud. Biasanya, penggantinya diambil atau 
dipilih dalam lingkungan kuru (turunan) reje itu juga. Sebelum upacara pepakiren 
ini dilangsungkan, reje yang bersangkutan mempunyai hak penuh untuk membela 
diri dan atau membantah tuduhan yang ditujukan kepadanya. Tetapi kalau upacara 
itu telah berlangsung, maka haknya untuk membela diri dan membantah tuduhan 
yang ditujukan kepadanya menjadi gugur. Dengan dilangsungkannya upacara 
pepakiren itu, sahlah raja diturunkan dari kedudukannya sebagai reje. Dengan 
begitu, keadaannya telah berubah dari orang yang mempunyai kekuasaan menjadi 
orang yang tidak mempunyai kekuasaan lagi. Dengan demikian, ia dipandang 
sebagai seorang “fakir”, kedudukannya kembali menjadi rakyat biasa.11 
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C. Sistem Pemerintah Kampung 
Sistem pemerintahan kampung terdiri dari unsur unsur yang berperan 
penting terhadap pembangunan kampung itu sendiri. Dimana pemerintah 
kampung ini terdiri dari Sarak Opat (Reje, Petue, Imem, Rakyat Genap Mufakat). 
Di samping itu, ada juga lembaga yang bersifat kedinasan, yaitu unsur pelaksana  
sejenis dinas yang melaksanakan tugas teknis sehari-hari, yaitu Kejurun Blang, 
Pengulu Uten, Pengulu Uwer, Pawang  Lut, Pawang Deret, Biden (Bidan) dan 
Harie. Selain itu, terdapat beberapa jabatan lainnya yang melaksanakan 
tugaspemerintahan sehari-hari, yaitu Bedel (Wakil atau Pembantu Reje), Lebe 
(Wakil atau pembantu imem), Banta (Sekretaris atau Ajudan Reje), dan Sekolat 
(Wakil atau Pembantu  Petue).
12
 
1. Pengertian Kampung 
Kampung menurut Kamus Besar Bahasa Indonesiaadalah kelompok rumah 
yang merupakan bagian kota (biasanya dihuni orang berpenghasilan 
rendah.
13
Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas 
wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus  kepentingan masyarakat 
setempat berdasarkan asal usul dan adat setempat yang diakui dan dihormati  
                                                 
12
Darmawan, “Peranan Sarak Opat Dalam Masyarakat Gayo” Kanun, April 2010, hal. 
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W.J.S. Poerwadarminta,  Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai 
Pustaka,2007), hal. 870 
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sebagai keistimewaan Aceh dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik 
Indonesia  yang dipimpin oleh reje.
14
 
 
1) Syarat Pembentukan kampung 
 
Adapun syarat pembentukan kampung adalah sebagai berikut
15
 
a) Jumlah penduduk sekurang-kurangnya 1.000 jiwa atau 200 kepala 
keluarga. 
b) Luas wilayah dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan dan 
pembangunan 
c) Wilayah kerja memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar 
wilayah dalam kampung 
d) Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan bermasyarakat sesuai 
adat istiadat setempat 
e) Memiliki potensi kampung 
f) Batas kampung yang dinyatakan dalam bentuk batas alam atau batas 
buatan yang tidak berubah, dengan  persetujuan dari kampung tetangga 
dalam bentuk peta batas kampung 
g) Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan publik 
h) Tersedianya sarana dan prasarana pemerintahan kampung. 
 
2) Tata cara pembentukan kampung yaitu  
Untuk membentuk suatu kampung, tentulah memiliki tata cara 
pembentukannya, Adapun tata cara pembentukan kampung adalah sebagai 
berikut
16
 
a) Kampung dibentuk atas prakarsa masyarakat atau pemerintah kabupaten 
dengan memperhatikan asal-usul kampung dan kondisi sosial budaya 
masyarakat setempat.  
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 Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pemerintah Kampung  
hal 4 
15
 Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pemerintah Kampung 
hal 18 
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b) Pembentukan kampung dapat berupa penggabungan beberapa kampung, 
atau bagian kampung yang bersandingan, atau pemekaran dari satu 
kampung menjadi dua kampung atau lebih, atau pembentukan kampung 
diluar kampung yang telah ada. Pembentukan  kampung  dapat dilakukan 
setelah mencapai usia penyelenggaraan pemerintahan kampung paling 
kurang 5 (lima) tahun. 
c) Dalam pembentukan kampung harus menyebutkan nama, luas wilayah, 
jumlah penduduk, batas kampung dan jumlah dusun minimal 2 (dua) 
dusun yang telah dibentuk. 
d) Pemberian nama kampung disesuaikan dengan  sejarah dan adat Istiadat 
setempat. 
3) Tata cara pembentukan kampung atas prakarsa masyarakat 
Adapun tata cara pembentukan kampung atas prakasa masyarakat adalah 
sebagai berikut
17
 
a) Adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk membentuk kampung 
b) Masyarakat mengajukan usul pembentukan kampung kepada RGM 
(Rakyat Genap Mufakat) dan reje 
c) RGM (Rakyat Genap Mufakat) mengadakan rapat bersama reje untuk 
membahas usul masyarakat tentang pembentukan kampung dan 
kesepakatan rapat dituangkan dalam berita acara hasil rapat 
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 Reje mengajukan usul pembentukan kampung kepada bupati melalui 
camat, disertai berita acara hasil rapat dan rencana wilayah administrasi 
kampung yang akan dibentuk 
 Dengan memperhatikan dokumen usulan reje, bupati membentuk dan 
menugaskan tim kabupaten bersama tim kecamatan untuk melakukan 
peninjauan ke kampung yang akan dibentuk, yang hasilnya menjadi bahan 
rekomendasi kepada bupati 
 Bila rekomendasi tim kabupaten menyatakan layak dibentuk kampung 
baru, bupati menyiapkan rancangan peraturan bupati tentang pembentukan 
kampung persiapan 
 Rancangan peraturan bupati ditetapkan setelah dikonsultasikan dengan 
DPRK 
4) Tata cara pembentukan kampung atas prakarsa pemerintah kabupaten  
Adapun Tata cara pembentukan kampung atas prakarsa pemerintah 
kabupaten adalah sebagai berikut.
18
 
a) Berdasarkan evaluasi tim kabupaten terhadap penyelenggaraan 
pemerintahan kampung dinyatakan bahwa  suatu kampung atau bagian 
dari wilayah beberapa kampung layak dibentuk kampung baru 
b) Bupati mengajukan rancangan qanun tentang pembentukan kampung 
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5) Fungsi kampung 
Sebagaimana kita ketahui bahwa, jika didirikan suatu kampug otomatis 
memiliki fungsi, oleh karena itu adapun fungsi kampung ialah
19
 
a) Menyelenggarakan pemerintahan secara otonom berdasarkan asas 
otonomi, asas desentralisasi maupun asas dekonsentrasi dan tugas 
pembantuan (medebewind) serta segala urusan pemerintahan lainnya yang 
berada di kampung 
b) Pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan 
kehidupan berdemokrasi secara berkeadilan di kampung 
c) Peningkatan kualitas pelaksanaan syariat islam 
d) Pembinaan dan fasilitasi kemasyarakatan di bidang pendidikan, peradaban, 
sosial budaya, kerukunan hidup antar warga masyarakat, perlindungan 
hak-hak dasar masyarakat, ketentraman dan ketertiban masyarakat 
e) Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat 
f) Pelestarian adat dan adat istiadat di kampung 
g) Penyelesaian persengketaan dalam hal adanya pelanggaran syariat islam, 
perkara adat dan tindak pidana ringan. 
 
6) Wewenang kampung 
Adapun wewenang kampung adalah sebagai berikut
20
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a) Merancang kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul 
kampung dan ketentuan  adat dan adat istiadat 
b) Kewenangan kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada kampung 
c) Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah Aceh dan pemerintah 
kabupaten 
d) Dewenangan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan yang 
diserahkan kepada kampung. 
 
2. Pemerintahan Kampung  
Pemerintahan kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 
sarak opat dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat 
berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam 
sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah kampung 
adalah reje dan  perangkat kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 
kampung.
21
 
Penyelenggaraan pemerintahan kampung berpedoman pada asas umum 
penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Adapun asas umum penyelengraan 
pemerintahan kampung ialah asas syariat islam, asas kepastian hukum, asas tertib 
penyelenggaraan pemerintahan, asas tertib kepentingan umum, asas keterbukaan, 
asas demokrasi, asas keadilan, asas keseimbangan, asas pemberdayaan  
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masyarakat, asas profesinalitas, asas akuntabilitas, asas efisiensi, asas 
efektivitas.
22
 
Untuk pemerintahan yang bersifat umum, di didalam masyrakat Gayo 
dilaksanakan oleh sarak opat.
23
 
1) Reje  
Reje merupakan pejabat tertinggi dikampung, dimana beliau merangkap 
dalam segala hal yang bersangkutan dengan kampung. tujuan utamanya ialah 
memakmurkan dan mensejahtrakan kampung. Jika adanya permasalahan yang 
terjadi di suatu kampung, maka reje lah orang yang pertama harus mengetahui 
permasalahan yang ada, kemudian reje akan mengkoordinir bawahannya untuk 
diselesaikan bersama petinggi petinggi lainnya di kampung. Contoh seperti 
terjadinya perubahan qanun, penyelsaian permasalahan pembangunan dan lain 
lain. Akan tetapi reje juga memerlukan persetujuan dari pemerintahan kampung 
seperti imem, petue dan RGM ( Rakyat Genap mufakat). Karena jika tidak ada 
persetujuan dari ketiga unsur tersebut maka keputusan reje tidak akan berlaku.  
2) Petue  
Petue merupakan salah satu unsur dari sarak opat, dimana petue berperan 
sebagai penasehat kampung. Jika adanya sesuatu yang terjadi dikampung maka 
petue akan memberikan saran dan kritikan kepada reje, dimana setelah adanya 
saran dari petue kemudian akan dilanjutkan kepada persetujuan sarak opat. Selain 
dari memberikan saran,petue juga memberikan alternatif dari permasalahan yang 
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ada dalam masyarakat  kepada reje untuk diputuskanpenyelidikan dan penuntutan 
atas sengketa yang timbul dalam masyarakat yang berkenaan dengan pelanggaran  
syariat islam dan adat istiadat untuk disampaikan kepada reje sebagai bahan 
pertimbangan pengambilan keputusan. Petue juga harus Menjaga, memelihara dan 
melestarikan nilai-nilai adat istiadat.
24
 
3) Imem 
Imem kampung adalah seseorang yang memiliki tugas dalam menjalakan 
pendidikan keagamaan, dimana seperti melaksanakan pengajian dikampung, 
melaksanakan pelaksanaan syariat islam, menjadi imem di masjid, memimpin 
kegiatan yang berhubungan dengan ibadah, menyelenggarakan seluruh kegiatan 
yang berkenaan dengan pemeliharaan dan kemakmuran mesjid/mersah dengan 
melaksanakan shalat fardhu serta perayaan hari-hari besar Islam, memberi nasehat 
dan pendapat berkenaan dengan pelaksanaan syariat islam kepada reje baik 
diminta maupun tidak diminta. Seorang imemkampung juga memiliki tugas untuk 
Menyelesaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat yang berkenaan dalam 
pelaksanaan syariat islam bersama unsur sarak opat lainnya.
25
 
3. Kepala Kampung atau Reje 
Reje adalah kepala pemerintah kampung. Dimana kepala pemerintahan 
kampung merupakan kedudukan tertinggi dikampung.  
a) Syarat menjadi reje atau kepala kampung 
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Menjadi seorang reje   kampung bukanlah suatu hal yang mudah, karena 
reje memiliki tugas dan tanggung jawab yang sangat berat di dalam suatu 
kampung, oleh karena itu untuk menjadi seorang reje  haruslah memenuhi syarat 
sebagai beikut
26
 
 Warga Negara  Republik Indonesia 
 Bertaqwa kepada Tuhan yang Maha esa dan taat menjalankan syariat 
agamanya 
 Mampu membaca Al –Qur‟an bagi yang berama islam 
 Taat, tunduk dan patuh pada Hukum Islam, Undang-Undang Dasar 1945, 
negara dan  Pemerintah Republik Indonesia 
 Berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) 
atau yang sederajat dibuktikan dengan STTB 
 Berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada waktu penutupan 
pendaftaran bakal calon 
 Sehat jasmani dan rohani  yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter 
pemerintah 
 Nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatan dan tidak terlibat narkoba; i. 
berakhlak mulia, jujur, amanah dan adil 
 Tidak pernah dijatuhi sanksi adat 
 Tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan yang 
diancam dengan hukuman penjara paling singkat 5 tahun berdasarkan 
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putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali 
tindak pidana makar atau politik yang telah mendapat amnesti/rehabilitasi; 
 Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang 
mempunyai kekuatan hukum tetap  
 Tidak pernah melakukan perbuatan tercela, berzina, berjudi minum 
khamar dan berkhalwat 
 Tidak pernah diberhentikan dari jabatan reje dalam massa jabatannya; o. 
memahami adat istiadat setempat 
 Bagi pegawai negeri sipil, pegawai BUMN, BUMD dan karyawan 
berbadan hukum harus melampirkan surat izin dari pejabat yang 
berwenang 
 Bagi perangkat kampung yang akan mencalonkan diri memjadi reje maka 
harus terlebih dahulu non aktif 
 Terdaftar sebagai warga kampung dan bertempat tinggal di kampung yang 
bersangkutan paling singkat 3 (tiga) tahun terakhir dengan tidak terputus-
putus dan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk yang berlaku 
 Memaparkan rencana program kerja dihadapan masyarakat secara terbuka 
 Bersedia bertempat tinggal dikampung yang bersangkutan setelah terpilh 
menjadi reje 
 Bersedia untuk tidak menduduki jabatan politik setelah terpilih menjadi 
reje. 
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b) Tugas dan wewenang reje atau kepala kampung 
Setelah menjadi seorang reje tentulah ia memiliki tugas tugas yang harus 
dilaksanakan di dalam memimpin suatu kampung tersebut. Adapun tugas yang 
harus dikerjakan oleh reje kampung adalah
27
 
 Reje mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, 
pembangunan, kemasyarakatan dan pembinaan adat  kampung 
berlandaskan syariat islam. 
 Dalam melaksanakan tugas reje mempunyai wewenang28 
a. Memimpin penyelenggaraan  pemerintahan kampung 
b. Mengajukan rancangan qanun kampung 
c. Menetapkan qanun kampung yang telah mendapat persetujuan 
bersama RGM (Rakyat Genap Mufakat) 
d. Menyusun dan mengajukan rancangan qanun kampung tentang 
APBKampung untuk dibahas dan mendapat persetujuan bersama 
RGM (Rakyat Genap Mufakat) 
e. Menyusun RPJMKampung dan RKPKampung melalui musyawarah 
perencanaan pembangunan kampung 
f. Melaksanakan RPJKampung dan RKPKampung 
g. Membina perekonomian kampung dan mengkoordinasikan 
pembangunan kampung secara partisipatif 
h. Memegang kekuasaan pengelolaan kekayaan dan keuangan kampung 
i. Mewakili kampungnya didalam dan diluar pengadilan dan dapat 
menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan 
j. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. 
 
c) Hak dan wewenang reje atau kepala kampung 
Dalam menjalankan tugas sebagai reje kamung tentulah memiliki hak dan 
wewenang, adapun hak dan wewenang yang dimaksud adalah sebagai berikut.
29
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 Dalam melaksanakan tugasnya reje mempunyai hak  
a. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian perangkat kampung 
lainnya kepada camat 
b. Mengajukan rancangan qanun kampung 
c. Mengelola keuangan kampung  dan kekayaan kampung sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku 
d. Menetapkan pejabat pengelola keuangan kampung 
e. Melimpahkan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat kampung 
f. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, dan/atau tunjangan lainnya 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
 
 Dalam melaksanakan tugasnya reje mempunyai kewajiban 
a. Melaksanakan dan menegakkan syariat islam, memegang teguh dan 
mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta 
mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia 
b. Meningkatkan kesejahteraan rakyat 
c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat 
d. Melaksanakan kehidupan demokrasi 
e. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan kampung yang bersih dan bebas 
dari kolusi, korupsi dan nepotisme 
f. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan 
kampung 
g. Mentaati dan menegakan seluruh peraturan perundang-undangan 
h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan kampung yang baik 
i. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan 
kampung 
j. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan kampung 
k. Mendamaikan perselisihan masyarakat di kampung 
l. Mengembangkan ekonomi masyarakat Kampung 
m. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat 
istiadat serta kearifan lokal 
n. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di kampung 
o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan 
hidup 
p. Membuat nota tugas kepada Banta apabila Reje menjalankan tugas luar 
atau perjalanan dinas 
q. Menyelenggarakan peradilan adat untuk menyelesaikan sengketa adat, 
pelanggaran syariat dan tindak pidana ringan sesuai kewenangannya 
berdasarkan ketentuan yang berlaku 
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r. Memelihara dan mendayagunakan aset/kekayaan kampung untuk 
mendukung penyelenggaraan pemerintahan kampung. 
 
d) Larangan perangkat kampung 
Setiap adanya hak dan wewenang, seorang reje tentu memiliki larangan 
larangan untuk dilakukan, Adapun larangan bagi seorang reje adalah
30
 
 Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang 
dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas 
dan keputusan atau tindakan yang akan dilakukan reje 
 Merangkap jabatan sebagai  lembaga adat dan lembaga kemasyarakatan.  
 Merangkap jabatan sebagai anggota DPRK  
 Menjadi pengurus partai politik atau partai politik lokal 
 Terlibat dalam  kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden, 
pemilihan gubernur dan pemilihan bupati 
 Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat dan 
mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lainnya 
 Melanggar syariat islam dan norma adat istiadat masyarakat setempat 
 Meninggalkan wilayah kampung berturut-turut selama 14 (empat belas) 
hari kerja tanpa izin reje. 
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e) Pemberhentian Reje 
Seorang reje dapat berhenti apabila reje tersebut meninggal dunia, 
permintaan sendiri, dan diberhentikan.
31
 Adapun penyebab reje dapat 
diberhentikan jika sudah berakhir masa jabatannya, tidak dapat melaksanakan 
tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 
(enam) bulan, tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagai reje, dinyatakan 
melanggar sumpah jabatan, tidak melaksanakan kewajiban reje, pelanggar 
larangan bagi reje, terjadinya krisis kepercayaan yang luas terhadap 
kepemimpinan reje.
32
Reje dapat diberhentikan karena terbukti melakukan 
perbuatan pidana, maisir, khalwat dan minumkhamar atau karena adanya 
keputusan mahkamah syar‟iyah dan atau peradilan adat sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan.
33
Diusulkan oleh pimpinan RGM berdasarkan keputusan 
musyawarah kepada bupati melalui camat. Dimana keputusan ini diambil oleh 
pimpinan RGM berdasarkan keputusan musyawarah yang dihadiri 2/3 (dua per 
tiga) dari jumlah anggota RGM kepada bupati melalui camat, Pengesahan 
pemberhentian reje ditetapkan dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga 
puluh) hari sejak usul diterima. Setelah dilakukan pemberhentian reje bupati 
mengangkat bedel.
34
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4. Rakyat Genap Mufakat (RGM) 
Rakyat Genap Mufakat atau yang biasa disingkat dengan RGM, Merupakan 
suatu organisasi yang terdiri dari unsursarak opak, dimana sarak opat ini ialah 4 
unsur penting didalam kampung. Sarak opat ini berkedudukan sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan kampung. Setiap perubahan qanun dan lain 
sebagainya ke 4 unsur ini akan ikut serta didalamnya, haruslah ada persetujuan 
dari 4 unsur ini barulah diizinkannya qanun itu berubah.
35
 
Anggota RGM (Rakyat Genap Mufakat) adalah wakil dari penduduk 
kampung bersangkutan berdasarkan keterwakilan dusun dan unsur yang 
ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Sedangkan unsur yang 
ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat terdiri dari unsur pemuka 
agama, unsur pemuda, unsur perempuan, unsur pemangku adat dan unsur 
cendikiawan.
36
 
Masa jabatan anggota RGM (Rakyat Genap Mufakat) adalah 6 (enam) tahun 
dan dapat diangkat atau diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan 
berikutnya. Sedangngkan jika berbicara Jumlah anggota RGM (Rakyat Genap 
Mufakat) ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling 
banyak 11 (sebelas) orang berdasarkan jumlah penduduk.Jumlah anggota RGM 
(Rakyat Genap Mufakat) ditetapkan dengan jumlah gasalberdasarkan pada jumlah 
penduduk kampung yang berdasarkan dengan ketentuan 
37
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a. Kampung dengan jumlah penduduk sampai dengan 1500  jiwa 
mempunyai 5 (lima)  orang anggota 
b. Kampung dengan jumlah penduduk dari 1501 jiwa sampai  dengan 
2000 jiwa mempunyai 7 (tujuh)  orang anggota 
c. Kampung dengan jumlah penduduk dari 2001 jiwa sampai  dengan 
3000 jiwa mempunyai 9 (sembilan)  orang anggota 
d. Kampung dengan jumlah penduduk lebih dari 3000 jiwa mempunyai 
11 (sebelas) orang anggota 
Peresmian anggota RGM (Rakyat Genap Mufakat) ditetapkan dengan 
keputusan bupati, dan setiap anggota RGM (Rakyat Genap Mufakat) sebelum 
memangku jabatannya mengucapkan sumpah secara bersama-sama dihadapan 
masyarakat dan dipandu oleh camat atas nama bupati. Adapun susunan kata-kata 
sumpah anggota RGM (Rakyat Genap Mufakat) adalah sebagai berikut
38
 
“Demi  Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban 
saya selaku anggota Rayat Genap Mupakat dengan sebaik-baiknya, sejujur-
jujurnya dan seadil-adilnya. Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan 
dan mempertahankan syariat Islam, mempertahankan Pancasila sebagai dasar 
Negara, dan saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang 
Dasar Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan 
yang berlaku bagi kampung, daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. 
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Fungsi, Tugas dan Wewenang  RGM (Rakyat Ggenap Mufakat) 
1) Fungsi RGM (Rakyat Genap Mufakat) 
Adapun tugas daripada RGM (Rakyat Genap Mufakat) adalah
39
 
 Fungsi Legislasi 
Dilaksanakan dalam pembentukan dan perubahan qanun kampung 
dengan persetujuan bersama reje.  
 Fungsi Penganggaran 
Dilaksanakan  dalam bentuk pemberian persetujuan atau tidak 
memberikan persetujuan atas qanun kampung tentang APBKampung. 
 Fungsi Pengawasan 
Dilaksanakan melalui pelaksanaan qanun kampung dan 
penyelenggaraan pemerintahan kampung. 
 Fungsi Penyelesaian sengketa 
Dilaksanakan dalam rangka musyawarah penyelesaian sengketa 
atau permasalahan yang timbul dimasyarakat bersama unsur sarak opat 
lainnya. 
2) Tugas RGM (Rakyat Genap Mufakat) 
Adapun tugas dari RGM (Rakyat Genap Mufakat) adalah sebagai berikut
40
 
 Unsur penyelenggara urusan pemerintahan kampung. 
 Dalam melaksanakan Tugas RGM (Rakyat Genap Mufakat) 
mempunyai wewenang 
a) Mengajukan dan mengubah qanun kampung bersama reje 
b) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaanAPBK 
kampung dan qanun kampung 
c) Membentuk panitia pemilihan reje 
d) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian reje kepada 
bupati melalui camat sesuai peraturan perundang-undangan 
yang berlaku 
e) Menyelesaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat 
bersama unsur sarak opat lainnya 
f) Menyerap, menampung, menghimpun, merumuskan dan 
menyalurkan aspirasi masyarakat. 
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3) Hak dan kewajiban RGM (Rakyat Genap Mufakat) 
Hak hak dan kewajiban RGM (Rakyat Genap Mufakat) adalah
41
 
 Anggota RGM (Rakyat Genap Mufakat)mempunyai hak 
a) Memilih dan dipilih 
b) Mengajukan rancangan qanun kampung 
c) Mengajukan pertanyaan 
d) Menyampaikan usul dan pendapat  
e) Memperoleh tunjangan. 
 Anggota RGM (Rakyat Genap Mufakat)mempunyai kewajiban 
a) Melestarikan,mengawasi dan menegakkan nilai-nilai syariat 
islam 
b) Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, Undang-Undang 
Dasar  1945  
c) Memepertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia, serta mentaati segala peraturan perundang-
undangan 
d) Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam menyelenggarakan 
pemerintahan kampung 
e) Memperoses pemilihan reje 
f) Menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti 
aspirasi masyarakat 
g) Mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, 
kelompok dan golongan 
h) Menghormati nilai-nilai sosial budaya, adat istiadat masyarakat 
setempat dan menjaga norma serta etika dalam hubungan kerja 
dengan lembaga kemasyarakatan. 
 
4) Larangan RGM (Rakyat Genap Mufakat) 
Setiap wewenang pasti memiliki larangan, sedangkan larangan untuk 
RGM (Rakyat Genap Mufakat) adalah
42
 
 Anggota RGM (Rakyat Genap Mufakat)dilarang  
a) Merangkap jabatan sebagai reje dan perangkat kampung  
b) Menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik atau partai 
politik lokal 
c) Sebagai pelaksana proyek kampung 
d) Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok 
masyarakat dan mendiskriminasikan warga atau golongan 
masyarakat lain 
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e) Melalaikan tugas dan kewajiban sehingga merugikan 
kepentingan umum dan masyarakat 
f) Melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme dan menerima 
uang/barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat 
mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya 
g) Menyalahgunakan wewenang 
h) Melanggar sumpah atau janji jabatan 
i) Terlibat dalam  kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden, 
pemilihan gubernur dan pemilihan bupati 
j) Melakukan perbuatan dan/atau mensponsori masyarakat untuk 
ikut serta merongrong wibawa pemerintahan 
k) Melakukan perbuatan maisir, khalwat dan minum khamar, 
pelanggaran adat dan adat istiadat setempat sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan.  
 Sanksi RGM (Rakyat Genap Mufakat) jika melakukan Pelanggaran 
adalah dikenakan tindakan administratif berupa teguran, skorsing atau 
pemberhentian oleh bupati. 
5) Tata cara musyawarah 
Setiap organisasi atau lembaga pemerintahan tentu memiliki tata cara 
tersendiri untuk menyelsaikannya. Adapun tata cara musyawarah RGM (Rakyat 
Genap mufakat) adalah
43
 
 Reje memberitahukan kepada ketua RGM (Rakyat Genap Mufakat) 
mengenai akan berakhirnya masa jabatan RGM (Rakyat Genap 
Mufakat) secara tertulis 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa 
jabatan.  
 Reje membentuk panitia pelaksana musyawarah penetapan paling 
lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan RGM (Rakyat 
Genap Mufakat).  
 Ketentuan lebih lanjut mengenai panitia pelaksana musyawarah 
penetapannya diatur  dengan peraturan bupati. 
 Peraturan bupati sekurang-kurang memuat 
a) Jumlah panitia pelaksana musyawarah penetapan 
b) Mekanisme pengangkatan dan pemberhentian 
c) Kedudukan keuangan 
d) Uraian tugas 
e) Larangan 
6) Syarat Menjadi Anggota RGM (Rakyat Genap Mufakat) 
 Bertaqwa kepada Allah SWT dan taat menegakkan syari‟at islam 
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 Warga negara Republik Indonesia dan terdaftar sebagai warga 
kampung dan bertempat  tinggal di kampung yang bersangkutan 
paling singkat 3 (tiga) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus 
 Mampu membaca dan memahami kandungan Alqur‟an yang 
dibuktikan dengan surat keterangan dari imem kampung 
 Setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku 
 Berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama 
(SLTP) sederajat atau setara SLTP 
 Berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada waktu 
penutupan pendaftaran bakal calon 
 Sehat jasmani dan rohani 
 Tidak pernah dijatuhi sanksi adat 
 Berlakuan baik, berakhlak mulia, jujur, amanah dan adil 
 Tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan 
yang diancam dengan hukuman penjara paling singkat 5 (lima) tahun 
berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum 
kecuali tindak pidana makar atau politik yang telah mendapat amnesti 
atau rehabilitasi 
 Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan 
yang mempunyai kekuatan hukum tetap 
 Tidak pernah terlibat narkoba. 
7) Tunjangan dan Biaya operasional 
 Anggota RGM (Rakyat Genap Mufakat)menerima penghasilan tetap 
setiap bulan yang berasal dari APBKampung/APBK. 
 Besaran penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) 
ditetapkan dengan keputusan bupati. 
 Anggota RGM (Rakyat Genap Mufakat) dapat menerima tunjangan 
penghasilan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan kampung. 
 Tunjangan penghasilan lainnya yang dapat diterima oleh RGM 
(Rakyat Genap Mufakat) ditetapkan setiap tahun dalam 
APBKampung. 
 Biaya operasional disediakan untuk mendukung pelaksanaan fungsi, 
tugas dan wewenang sesuai kemampuan keuangan kampung yang 
dikelola oleh banta. 
 
D. PEMBANGUNAN MASJID KAMPUNG  
1. Pengertian Pembangunan Masjid 
41 
 
 
 
Pembangunan Menurut kamus umum bahasa indonesia “pembangunan” 
adalah pembinaan, hal (cara, perbuatan, dsb) membangunkan.
44
 Pembangunan 
adalah rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara 
terencana dan dilakukan secara sadar yang ditempuh oleh suatu negara, bangsa 
dan pemerintah, menuju moderenitas dalam rangka pembinaan bangsa 
(nationbuilding).
45
 
Pembangunan adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, 
baik secara individual maupun kelompok, dengan cara-cara yang tidak 
menimbulkan kerusakan, baik terhadap kehidupan sosial maupun lingkungan.
46
 
Pembangunan adalah pergerakan kearah kesejahtraan, penurunan tingkat 
kemiskinan dan pengangguran serta pemerataan , melibatkan masalah perubahan 
struktural, tetapi bersifat memberatkan nilai dalam pengertian bahwa memberi 
penekanan atas konsekuensi pembangunan sosio-ekonom yang positif dan tidak 
memepertimbangkan persetujuan konsekuensi posiif dan negatif.
47
 
Sedangkan Masjid adalah tempat untuk beribadah atau shalat fardhu dan 
jum‟at, pengajian, pendidikan, musyawarah atau penyelsaian sengketa atau 
berdamai, pusat kajian dan sebaran ilmu, dan acara pernikahan.
48
Dilihat dari segi 
harfiah, mesjid memanglah tempat sembahyang. Perkataan masjid berasal dari 
bahasa arab, yang kata pokoknya adalah “sujudan”, fiil madhinya “sajada” ia 
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sudah sujud. Fiil “sajada” diberi awalan “ma” sehingga terjadilah “isim makna” 
yang menyebabkan perubahan bentuk “sajada” menjadi “masjidu”, masjid.49 
Jadi, dapat disimpulkan bahwa pembangunan masjid adalah bagaimana 
cara untuk merubah masjid untuk lebih baik lagi, baik dari segi imarah, idarah dan 
riayah. 
 Pembangunan Mesjid tidak hanya berfokus pada bangunannya saja,tetapi 
juga terhadap segi keguanaan mesjid,cara memakmurkannya, dan cara untuk 
memanfaatkan mesjid sebagaimana seharusnya. 
 
2. Fungsi Pembangunan Masjid 
Salah satu unsur penting dalam struktur masyarakat Islam adalah masjid. 
Selain sebagai tempat ibadah sama halnya dengan gereja, pura, wihara dan yang 
lain sebagainya, masjid digunakan umat Islam untuk berbagai keperluan misalnya 
dibidang pendidikan, kegiatan sosial, ekonomi, pemerintahan dan lain-lain. Pada 
masa awal perkembangan Islam, yaitu pada zaman Rasullah, masjid merupakan 
pusat pemerintahan, kegiatan pendidikan, kegiatan sosial dan ekonomi.
50
 
Sebagai kepala pemerintahan dan kepala Negara nabi Muhammad saw 
tidak mempunyai istana seperti halnya para raja pada waktu itu, beliau 
menjalankan roda pemerintahan dan mengatur umat Islam di Masjid, 
permasalahan-permasalahan umat beliau selesaikan bersama-sama dengan para 
sahabat di Masjid bahkan hingga mengatur strategi peperangan. Tradisi ini 
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kemudian tetap dilestarikan oleh para Khulafaur Rasyidin dan khalifah-khalifah 
setelahnya, namun pada perkembanganya di bidang pemerintahan masjid hanya di 
jadikan symbol pemerintahan Islam, walaupun terletak biasanya di pusat 
pemerintahan berdampingan dengan pusat kekuasaan. Kemegahan sebuah masjid 
menjadi kebanggaan bagi penguasa, peninggalan-peninggalan tersebut masih kita 
dapati di berbagai tempat bekas kejayaan pemerintahan Islam, baik di Timur 
Tengah maupun di Eropa.
51
 
Dalam bidang pendidikan, Rasulullah menggunakan masjid untuk 
mengajarkan para sahabat agama Islam, membina mental dan akhlak mereka, 
seringkali dilakukan setelah sholat berjama‟ah, dan juga dilakukan selain waktu 
tersebut.  Masjid pada waktu itu mempunyai fungsi sebagai “sekolah” seperti saat 
ini, gurunya adalah Rasulullah dan murid-muridnya adalah para sahabat yang 
haus ilmu dan ingin mempelajari Islam lebih mendalam.  Tradisi ini juga 
kemudian di ikuti oleh para sahabat dan penguasa Islam selanjutnya, bahkan 
dalam perkembangan keilmuan Islam, proses “ta’lim” lebih sering di lakukan di 
masjid, tradisi ini dikenal dengan nama “halaqah”, banyak ulama-ulama yang 
lahir dari tradisi halaqah ini. Tradisi ini diadopsi di Indonesia dengan model 
“Pesantren”, menurut sejarah berdirinya pesantren-pesantren di Indonesia dimulai 
dengan adanya kyai dan masjid. Pada perkembangan selanjutnya ketika proses 
ta‟lim di adakan di sekolah/madrasah, tradisi halaqah masih tetap dilestarikan di 
berbagai tempat sebagai “madrasah non formal”. Namun demikian tidak dapat 
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dipungkiri bahwa tradisi ini merupakan cikal bakal berdirinya universitas-
universitas Islam besar di dunia. Salah satu contohnya adalah al-Azhar di Mesir.
52
 
Di bidang ekonomi, masjid pada awal perkembangan Islam di gunakan 
sebagai “Batiul Mal” yang mendistribusikan harta zakat, sedekah, dan rampasan 
perang kepada fakir miskin dan kepentingan Islam. Golongan lemah pada waktu 
itu sangat terbantu dengan adanya baitul mal.
53
 
Seiring dengan perkembangan zaman dan derasnya aliran “sekularisasi” 
dan pandangan hidup “materalisme”, tanpa disadari peranan masjid dalam 
kehidupan umat Islam semakin menyempit dan bahkan terpinggirkan. Besarnya 
gelombang sekularisasi yang mempengaruhi pandangan orang terhadap agama, 
telah menjadikan agama dan lembaga-lembaga agama sebagai pelengkap dalam 
kehidupan. Hal ini dilihat dari semakin kecilnya pengunjung gereja di negara-
negara barat. Dalam pandangan orang barat, gereja hanya sebagai tempat ibadah, 
bahkan lebih ironis lagi mereka melihat gereja sebagai “lembaga sosial” yang 
meminta sumbangan kepada jamaahnya. Mereka melihat gereja tidak memberikan 
keuntungan materi dan hanya membuang waktu saja. Akhirnya banyak gereja 
yang kosong karena ditinggalkan umatnya.
54
 
Fenomena di  barat tersebut menarik untuk di perhatikan, karena 
pandangan yang demikian akhir-akhir ini juga telah banyak ditemukan pada umat 
Islam. Saat ini banyak diantara umat Islam yang melihat masjid hanya sebagai 
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tempat ibadah atau sholat. Itupun kalau kita lihat hanya sedikit orang yang 
melakukan sholat berjama‟ah di masjid setiap waktu, kecuali sholat Jum‟at. Maka 
tidak heran masjid hanya dikunjungi pada waktu-waktu sholat, bahkan yang 
kadang-kadang digunakan sebagai tempat istirahat melepas lelah setelah bekerja, 
sehingga kita lihat masjid-masjid yang sepi tidak ada aktifitas apa-apa selain 
sholat dan peringatan-peringatan keagamaan tertentu. Tentunya kita tidak ingin 
masjid-masjid kita mengalami nasib yang sama seperti di barat.
55
 
Hasil analisa menyimpulkan bahwa kecenderungan umat meninggalkan 
masjid karena mereka merasa masjid tidak memberikan manfaat langsung dalam 
kehidupan mereka yang semakin komplek. Untuk itu perlu kembali kita 
mereposisikan masjid sebagai sentral kegiatan umat yang mampu memberikan 
kontribusi langsung kepada umat.
56
 
Sebagai harta wakaf masjid sesungguhnya mempunyai potensi yang sangat 
besar untuk dikembangkan sehingga manfaat yang di hasilkan lebih banyak dan 
luas. Konsep wakaf dalam Islam memberikan peluang adanya usaha-usaha untuk 
pengembangan. Beberapa usaha yang bisa dilakukan nazir sejalan dengan 
kebutuhan umat saat ini adalah di bidang pendidikan dan ekonomi. Nazir yang 
dibantu oleh ta‟mir masjid bisa mendirikan lembaga pendidikan Islam dengan 
dana dari mendirikan BAZIS (Badan Amil Zakat Infak dan Shadaqah), bisa saja 
kemudian dikelola dibawah naungan yayasan seperti lembaga pendidikan al-
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Azhar Jakarta, salah satu lembaga pendidikan Islam terbaik di Jakarta. Agar tidak 
menghilangkan peranan masjid maka sekolah, kantor dan yang berhubungan 
dengan kegiatan pendidikan hendaknya diadakan di lingkungan masjid. Dari 
pengembangan ini diharapkan masjid bisa memberikan pendidikan murah dan 
berkualitas kepada umat, bahkan bisa memberikan beasiswa kepada masyarakat 
yang kurang mampu, seperti Universitas Al-Azhar.
57
 
Pengembangan harta wakaf masjid bisa lebih diluaskan kedalam bidang 
ekonomi, tujuan dan sasarannya adalah kemandirian dan menolong golongan 
kurang mampu. Agar lembaga pendidikan yang dikelola masjid dapat berjalan 
dengan baik maka hendaknya ditopang dengan dana yang cukup, untuk itu perlu 
dikembangkan usaha-usaha ekonomi dengan mendirikan lembaga-lembaga 
ekonomi, seperti toko atau mini market, rumah makan, toko buku, photocopy atau 
usaha lainnya. Usaha-usaha ekonomi tersebut mempunyai peranan dan fungsi 
ganda: sebagai sumber dana, menyediakan lapangan pekerjaan, serta menyediakan 
kebutuhan masyarakat. Dari sini diharapkan masjid menjadi sentral kegiatan 
umat, dan masyarakatpun merasakan manfaatnya secara langsung.
58
 
Pentingnya masjid bagi umat Islam bagaikan jantung bagi manusia, karena 
dari masjidlah Rasulullah membangun peradaban Islam dan karakter umat Islam 
yang sebagai khalifah di muka bumi. 
Sebagai tempat ibadah Masjid merupakan media seorang hamba 
berkomukasi dengan penciptanya dalam bentuk sholat. Walaupun Islam tidak 
                                                 
57
Puji Astari, Mengembalikan Fungsi Masjid Sebagai Pusat Peradaban Masyarakat, 
Jurnal Ilmu dakwah Dan Pengembangan Komunitas, VOL. 9  No.1  Januari 2014 hal. 34-35 
58
Puji Astari, Mengembalikan Fungsi Masjid Sebagai Pusat Peradaban Masyarakat, 
Jurnal Ilmu dakwah Dan Pengembangan Komunitas, VOL. 9  No.1  Januari 2014 hal. 35 
47 
 
 
 
membatasi bahwa sholat hanya di lakukan di Masjid (bumi merupakan masjid 
Allah di mana saja seorang muslim dapat melaksanakan sholat apabila telah 
datang waktunya) Nabi selalu menganjurkan umatnya agar senantiasa 
melaksanakan sholat berjamaah di masjid, terdapat banyak riwayat hadis yang 
menerangkan pentingnya sholat berjamaah. Namun bagi kehidupan muslim 
Masjid bukan hanya sebagai tempat ibadah seperti halnya gereja, pura dan 
lainnya, akan masjid merupakan sentral kehidupan umat Islam. Sebagai sentral 
kegiatan tentunya masjid mempunyai multi fungsi, adapun fungsi yang dimaksud 
adaah fungsi keagamaan, fungsi pendidikan, fungsi ekonomi, fungsi sosial fungsi 
politik dan lain sebagainya. Kalau kita melihat kembali ke zaman Rasulullah 
maka kita dapatkan bahwa Rasullah mengadakan berbagai kegiatan untuk 
kepentingan umat di Masjid.
59
 
Di bidang pendidikan, beliau senantiasa memberikan nasehat dan 
pelajaran di masjid, baik dilakukan setelah sholat maupun di luar waktu itu, waktu 
tersebut Rasulullah gunakan untuk membina mental para sahabat dan 
mengajarkan Islam kepada mereka. Dibidang politik Rasulullah sering sekali 
bermusyawarah kepada para sahabat untuk membicarakan persoalan umat di 
masjid, termasuk juga mengatur strategi peperangan melawan musuh dan banyak 
lagi kegiatan yang dilakukan Rasulullah yang dilakukan di masjid. Begitu 
pentingnya fungsi masjid bagi umat Islam hingga Rasulullah tatkala tiba di Quba 
dalam perjalanannya ke Madinah yang pertama di bangun adalah masjid (masjid 
Quba), dan ketika sampai di Madinah Rasulullah juga mendirikan masjid bersama 
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para sahabat di salah satu tempat sahabat anshor (abu Ayub al-Anshori) sebelum 
membangun infrastruktur yang lainnya.
60
 
Jika melihat konsep rasulullah untuk membangun negeri madani ketika 
dimekah yang pertama sekali dibangun oleh rasulullah adalah masjid. 
Sebagaimana kita ketahui bahwa fungsi masjid sangatlah banyak, dan juga dalam 
al qu‟an dijelaskan bahwa kita umat muslim hendaklah memakmurkan masjid. 61 
Fungsi masjid sangatlah banyak, terutama untuk beribadah kepada Allah swt, 
1. Fungsi masjid pada masa zaman rasulullah  
Sebagaimana kita ketahui bahwa fungsi masjid zaman sekarang dan pada 
zaman rasulullah tentu tidaklah banyak perbedaan, namun tidak jarang juga kita 
lihat banyak fungsi masjid zaman rasulullah dan sekarang berbeda, seperti masa 
zaman rasulullah masjid berfungsi sebagai tempat tahanan perang, namun saat ini 
sudah ada penjara khusus untuk orang orang yang ditahan. Adapun fungsi masjid 
zaman rasulullah adalah
62
 
a. Tempat ibadah (shalat, zikir) 
Sesuai dengan namanya Masjid adalah tempat sujud, maka fungsi 
utamanya adalah sebagai tempat ibadah shalat. Sebagaimana diketahui bahwa 
makna ibadah di dalam Islam adalah luas menyangkut segala aktivitas kehidupan 
yang ditujukan untuk memperoleh ridla Allah, maka fungsi Masjid disamping 
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sebagai tempat shalat juga sebagai tempat beribadah secara luas sesuai dengan 
ajaran Islam. 
b. Tempat konsultasi dan komunikasi (masalah ekonomi-sosial budaya) 
c. Tempat pendidikan atau menuntut ilmu 
Masjid berfungsi sebagai tempat untuk belajar mengajar, khususnya ilmu 
agama yang merupakan fardlu „ain bagi umat Islam. Disamping itu juga ilmu-ilmu 
lain, baik ilmu alam, sosial, humaniora, keterampilan dan lain sebagainya dapat 
diajarkan di Masjid. 
d. Tempat santunan sosial 
e. Tempat latihan perang.  
Rasulullah saw mengizinkan „Aisyah menyaksikan dari belakang beliau 
orang-orang Habasyah berlatih menggunakan tombak mereka di Masjid 
Rasulullah pada hari raya. 
f. Balai pengobatan tentara muslim yang terluka. Sa‟d bin Mu‟adz terluka 
ketika perang Khandaq maka Rasulullah mendirikan kemah di masjid. 
g. Tempat perdamaian dan pengadilan sengketa 
h. Tempat menerima tamu.  
Ketika utusan kaum Tsaqif datang kepada Nabi saw beliau menyuruh 
sahabatnya untuk membuat kemah sebagai tempat perjamuan mereka. 
i. Tempat penahanan tawanan perang.  
Tsumamah bin Utsalah seorang tawanan perang dari Bani Hanifah diikat 
di salah satu tiang masjid sebelum perkaranya diputuskan. 
j. Pusat penerangan atau pembelaan agama 
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Masjid Rasulullah saw adalah masjid yg berasaskan taqwa. Maka jadilah 
masjid tersebut sebuah tempat menimba ilmu menyucikan jiwa dan raga. Menjadi 
tempat yang memberikan arti tujuan hidup dan cara-cara meraihnya. Menjadi 
tempat yg mendahulukan praktek kerja nyata sebelum teori. Sebuah masjid yang 
telah mengangkat esensi kemanusiaan manusia sebagai hamba terbaik di muka 
bumi. 
k. Pengadilan.  
Rasulullah menggunakan masjid sebagai tempat penyelesaian perselisihan 
di antara para sahabatnya. Selain hal-hal di atas masjid juga merupakan tempat 
berkumpul orang asing musafir dan tunawisma. Di masjid mereka mendapatkan 
makan minum pakaian dan kebutuhan lainnya. Di masjid Rasulullah menyediakan 
pekerjaan bagi penganggur mengajari yang tidak tahu menolong orang miskin 
mengajari tentang kesehatan dan kemasyarakatan menginformasikan perkara yang 
dibutuhkan umat menerima utusan suku-suku dan negara-negara menyiapkan 
tentara dan mengutus para da‟i ke pelosok-pelosok negeri.  
2. Fungsi masjid masa kini 
a. Sebagai tempat beribadah, 
Sesuai dengan namanya Masjid adalah tempat sujud, maka fungsi 
utamanya adalah sebagai tempat ibadah shalat. Sebagaimana diketahui bahwa 
makna ibadah di dalam Islam adalah luas menyangkut segala aktivitas kehidupan 
yang ditujukan untuk memperoleh ridha Allah, maka fungsi Masjid disamping 
sebagai tempat shalat juga sebagai tempat beribadah secara luas sesuai dengan 
ajaran Islam. 
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b. Sebagai tempat menuntut ilmu 
Masjid berfungsi sebagai tempat untuk belajar mengajar, khususnya ilmu 
agama yang merupakan fardlu ain bagi umat Islam. Disamping itu juga ilmu-ilmu 
lain, baik ilmu alam, sosial, humaniora, keterampilan dan lain sebagainya dapat 
diajarkan di Masjid. 
c. Sebagai tempat pembinaan jamaah 
Dengan adanya umat Islam di sekitarnya, Masjid berperan dalam 
mengkoordinir mereka guna menyatukan potensi dan kepemimpinan umat. 
Selanjutnya umat yang terkoordinir secara rapi dalam organisasi Tamir Masjid 
dibina keimanan, ketaqwaan, ukhuwah imaniyah dan dawah islamiyahnya. 
Sehingga Masjid menjadi basis umat Islam yang kokoh. 
d. Sebagai pusat dawah dan kebudayaan Islam 
Masjid merupakan jantung kehidupan umat Islam yang selalu berdenyut 
untuk menyebarluaskan dawah islamiyah dan budaya islami. Di Masjid pula 
direncanakan, diorganisasi, dikaji, dilaksanakan dan dikembangkan dawah dan 
kebudayaan Islam yang menyahuti kebutuhan masyarakat. Karena itu Masjid, 
berperan sebagai sentra aktivitas dawah dan kebudayaan. 
e. Sebagai pusat kaderisasi umat 
Sebagai tempat pembinaan jamaah dan kepemimpinan umat, Masjid 
memerlukan aktivis yang berjuang menegakkan Islam secara istiqamah dan 
berkesinambungan. Patah tumbuh hilang berganti. Karena itu pembinaan kader 
perlu dipersiapkan dan dipusatkan di Masjid sejak mereka masih kecil sampai 
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dewasa. Di antaranya dengan Taman Pendidikan Al Quraan (TPA), Remaja 
Masjid maupun Tamir Masjid beserta kegiatannya. 
f. Sebagai basis Kebangkitan Umat Islam 
Abad ke-lima belas Hijriyah ini telah dicanangkan umat Islam sebagai 
abad kebangkitan Islam. Umat Islam yang sekian lama tertidur dan tertinggal 
dalam percaturan peradaban dunia berusaha untuk bangkit dengan berlandaskan 
nilai-nilai agamanya. Islam dikaji dan ditelaah dari berbagai aspek, baik ideologi, 
hukum, ekonomi, politik, budaya, sosial dan lain sebagainya. Setelah itu dicoba 
untuk diaplikasikan dan dikembangkan dalam kehidupan riil umat. Menafasi 
kehidupan dunia ini dengan nilai-nilai Islam. Proses islamisasi dalam segala aspek 
kehidupan secara arif bijaksana digulirkan. 
g. Umat Islam berusaha untuk bangkit 
Kebangkitan ini memerlukan peran Masjid sebagai basis perjuangan. 
Kebangkitan berawal dari Masjid menuju masyarakat secara luas. Karena itu 
upaya aktualisasi fungsi dan peran Masjid pada abad lima belas Hijriyah adalah 
sangat mendesak (urgent) dilakukan umat Islam
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Metode Penelitian 
Pada prinsipnya setiap penelitian karya ilmiah selalu memerlukan data 
yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode dan cara tertentu sesuai 
dengan permasalahan yang hendak dibahas. Penelitian ini merupakan jenis 
penelitian lapangan yang bersifat kualitatif. Menurut Bodgan dan Taylor 
penelitian kualitatif adalah prosedur peneitian yang menghasilkan data deskriptif 
berupa kata kata tertulis atau lisan dari orang orang dan perilaku yang dapat 
diamati. Sedangkan menurut Krik dan Miller penelitian kualitatif adalah tradisi 
tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada 
pengamatan terhadap manusia dalam kawasannya sendiri berhubungan dengan 
orang orang tersebut dalam bahasanya dan peristiwanya.
1
 
Penelitian ini tergolong pada penelitian kualitatif dengan metode 
deskriptif. Penelitian ini berusaha memecahkan masalah dengan menggambarkan 
problematika yang terjadi. hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa peneliti 
ingin memahami, mengkaji secara mendalam serta memaparkannya dalam tulisan 
ini mengenai peran RGM (Rakyat Genap Mufakat) terhadap pembangunan masjid 
Kampung Pantan Reduk Kecamatan Linge Kabupaten Aceh Tengah. 
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Penelitian Kualitatif adalah suatu penelitian yang diajukan untuk 
mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktifitas sosial, sikap, 
kepercayaan,persepsi,pemikiran secara individual atau kelompok.
2
 
 
B. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian ini tergolong jenis penelitian lapangan (field research). 
Field research adalah pencarian data dilapangan karena penelitian yang dilakukan 
menyangkut dengan persoalan-persoalanatau kenyataan kenyataan dalam 
kehidupan nyata, bukan pemikiran abstrak yang terdapat dalam teks-teks dan 
dokumen-dokumen tertulis atau terekam. 
Dalam penulisan ini penulis langsung terjun kelokasi penelitian guna 
mendapatkan berbagai macam data primer, terutama prihal peran RGM (Rakyat 
Genap Mufakat) dalam pembangunan masjid, akan tetapi untuk mendukung 
penelitian, peneliti menggunakan kajian pustaka (library research) yaitu 
penelitian mencari data yang diperlukan dengan menelaah teks, membaca buku, 
membaca undang-undang, jurnal, naskah, menganalisis gambar, dan bahan 
lainnya yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini sebagai data skunder.  
 
C. Lokasi dan Objek Penelitian 
Dalam penelitian ini, peneliti mengambil lokasi penelitian di Kampung 
Pantan Reduk Kecamatan Linge Kabupaten Aceh Tengah, Jalan Isaq – Jagong 
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Kode Pos 24563 Dusun Pengulu Makmur. Peneliti tertarik meneliti di kampung 
pantan reduk karena masjid di kampung pantan reduk merupakan masjid yang 
dibangun berdasarkan anggaran dan dari masyarakatnya serta proposal yang 
diajukan, dan juga masjid dikampung pantan reduk saat ini tergolong kurang 
memadai, baik dari bangunan dan perlengkapan keperluan masjid. Objek 
penelitian ini adalah peran RGM (Rakyat Genap Mufakat) terhadap pembangunan 
masjid Kampung Pantan Reduk Kecamatan Linge Kabupaten Aceh Tengah. 
 
D. Sumber Data 
Data adalah segala keterangan (informasi) mengenai semua hal yang 
berkaitan dengan tujuan penelitian. Dengan demikian tidak semua informasi atau 
keterangan merupakan data penelitian. Data hanyalah sebagian saja dari 
informasi, yakni hal hal yang berkaitan dngan penelitian.
3
 
1. Sumber Data Primer  
Sumber data primer adalah sumber data yang bisa memberi informasi 
kepada pertanyaan penelitian yang berkontribusi secara langsung. Penulis 
melakukan observasi sendiri dilapangan dan melakukan wawancara dengan pihak 
terkait. Dalam hal ini peneliti mewawancarai Bapak Reje Kampung Pantan 
Reduk, Sekertaris Kampung Pantan Reduk, Ketua RGM (Rakyat Genap Mufakat) 
dan Masyarakat Kampung Pantan Reduk. Dalam penelitian ini peneliti 
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mengobservasi langsung pembangunan masjid yang ada di Kampung Pantan 
Reduk. 
2. Sumber Data Skunder 
Data Skunder merupakan sumber data yang tidak berkontribusi langsung. 
Penulis mengumpulkan data yang tersusun dalam bentuk dokumen dokumen 
berupa profil desa, buku buku, dan lain lain.Hal ini penulis lakukan guna 
memudahkan analisis dan pelaksanaan pembahasan (process) suatu riset secara 
benar untuk menentukan kesimpulan, memperoleh jawaban (output) dan sebagai 
upaya memecahkan suatu persoalan yang dihadapi oleh penulis.
4
 
A. Teknik Pengumpulan Data  
Teknik pengumpulan data adalah suatu cara yang digunakan untuk 
memperoleh data dalam suatu penelitian
5
. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah Field Research, untuk memperoleh data 
yang valid. Penelitian lapangan yaitu sebuah metode untuk mengumpulkan data 
kualitatif dan peneliti berangkat ke “lapangan” untuk mengadakan pengamatan 
tentang fenomena.
6
 untuk mendapatkan data dari lapangan maka peneliti 
menggunakan teknik : 
a) Observasi  
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adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud 
merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena 
berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk 
mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu 
penelitian. Atau bisa juga dikatakan bahwa observasi adalah melakukan 
pengamatan langsung keonjek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang 
dilakukan. Objek penelitian bersifat perilaku dan tindakan manusia (fenomena 
alam), kajian-kajian yang ada dalam di alam sekitar, proses kerja dan penggunaan 
responden  kecil.
7
Observasi juga sering disebut sebagai proses pengamatan, dalam 
istilah yang sederhana adalah proses dimana peneliti atau pengamat terjun 
langsung kelokasi penelitian.
8
dalam melakukan observasi kita harus 
memperhatikan dengan teliti objek yang akan diteliti. Satu sampel yang kita ambil 
belum bisa dijadikan sebagai kesimpulan dari penilitian, oleh karena itu 
diperlukan banyak objek penelitian sebagai pembanding dalam melakukan 
observasi. Pada tahapan ini peneliti menggunakan panduan observasidan 
penelitian langsungtentang bagaiman peran RGM (Rakyat Genap Mufakat) 
Terhadap Pembangunan Masjid di Kampung Pantan Reduk Kecamatan Linge 
Kabupaten Aceh Tengah. yang diobservasi adalah bagaimana RGM (Rakyat 
Genap Mufakat) membantu dalam pembangunan masjid, serta metode 
pengawasan pembangunan masjid, baik dari segi anggaran, Seperti memeriksa 
Catatan buku pengeluaran, catatan belanja bahan bahan yang dibeli untuk 
pembangunan masjid dan lain lain. 
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b) Wawancara  
Adalah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. 
Wawancara ini digunakan bila ingin mengetahui hal – hal dari responden secara 
lebih mendalam serta jumlah responden sedikit. Jenis wawancara yang akan 
digunakan adalah wawancara secara terstruktur. Wawancara terstruktur disebut 
juga sebagai wawancara terfokus, yaitu wawancara yang pewawancaranya 
menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan pertanyaan yang akan 
diajukan.
9
Wawancara juga dapat difahami dengan percakapan yang dilakukan 
oleh dua belah pihak,pewawancara (interviewer) dan terwawancara (interviewe) 
yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.
10
Subjek yang ingin 
diwawancarai langsung antara lain adalah Ketua RGM (Rakyat Genap Mufakat) 
Kampung Pantan Reduk, Bapak Kepala Kampung, Sekertaris OrganisasiRGM  
(Rakyat Genap Mufakat ), dan 2 Masyarakat Kampung Pantan Reduk Kecamatan 
Linge. 
c) Dokumetasi 
Adalah teknik pengumpulan data dengan menggunakan catatan catatan 
atau dokumen yang ada di lokasi penelitian seperti data data catatan anggaran 
dana, petunjuk teknik sumber – sumber lain yang relevan dengan objek peneliti.11 
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Dokumentasi yang diteliti yaitu berupa buku,arsip,catatan anggaran dana dan 
dokumentasi lainnya. 
B. Teknik Analisi Data 
Untuk mengelola data kualitatif yang berkenaan dengan peran RGM 
(Rakyat Genap Mufakat) terhadap Pembangunan Masjid di Kampung Pantan 
Reduk Kecamatan Linge Kabupaten Aceh Tengah maka peneliti mengelola data 
berdasarkan kepada beberapa langkah dan petunjuk pelaksanaan. Seperti yang 
telah dikemukakan oleh Sunafiah Faisal  langkah-langkah yang digunakan yaitu : 
a. Reduksi Data  
Yaitu dimana data yang sudah terkumpul lalu diolah dan dimasukkan 
kedalam kategori tertentu dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana Peran 
Organisasi RGM (Rakyat Genap Mufakat) Kampung Pantan Reduk Kecamatan 
Linge Kabupaten Aceh Tengah. 
b. Display Data 
Yaitu menyajikan data dengan membuat rangkuman temuan penelitian 
secara sistematis dan dianalisis secara konseptual. 
c. Penyajian Data 
Yaitu dapat bentuk tulisan atau kata – kata, gambar, grafik, dan table. 
Tujuan sajian data adalah untuk menggabungkan informasi sehingga dapat 
menggambarkan kejadian yang terjadi. 
d. Penarikan Kesimpulan  
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Yaitu dilakukan selama proses penelitian berlangsung seperti halnya 
proses reduksi data, setelah data terkumpul cukup memadai, maka selanjutnya 
diambil kesimpulan sementara, dan setelah data benar-benar lengkap maka 
diambil kesimpulan akhir.
12
 
Hasil penjelasan diatas menunjukkan tentang pedoman untuk pengelolaan 
data sehubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Metode yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah Kualitatif, dimana proses pengumpulan data 
dilapangan menggunakan teknis observasi dan wawancara untuk mencari 
informasi secara mendalam. Setelah data data  terkupul, maka penulis menganalisi 
data berdasarkan apa yang telah diteliti. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Gambaran Umum RGM  (Rakyat Genap Mufakat) 
1. Sejarah RGM (Rakyat Genap Mufakat) 
RGM (Rakyat Genap Mufakat) merupakan salah satu unsur sarak opat, 
dimana sarak opat ini terdiri dari reje,imeum,petue dan RGM (Rakyat Genap 
Mufakat). RGM (Rakyat Genap Mufakat) pada mulanya merupakan BPK  (Badan 
Penasehat Kampung), namun setelah dikeluarkannya Qanun Kabupaten Aceh 
Tengah Nomor 4 Tahun 2011, BPK (Badan Penasehat Kampung) diganti menjadi 
RGM (Rakyat Genap Mufakat). dalam UU Pemerintahan Daerah UU No 22 tahun 
1999 maupun UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, tidak 
tercantum tujuan pengaturan desa, karena merupakan sistem pemerintahan 
terendah dalam suatu negara.
1
 
RGM (Rakyat Genap Mufakat) di Kampung Pantan Reduk sudah ada 
sejak tahun 2007, namun pada masa itu RGM (Rakyat Genap Mufakat) disebut 
sebagai BPK (Badan Penasehat Kampung). Pada masa itu BPK ( Badan Penasehat 
Kampung) diketuai oleh Bpak Supriono, beliau merupakan ketua BPK (Badan 
Penasehat Kampung) perdana di Kampung Pantan Reduk, beliau menjabat kurang 
lebih sekitar 2 tahun, yaitu pada tahun 2007-2009, sejak tahun 2007 sampai detik 
ini sudah 4 kali pergantian  anggota RGM (Rakyat Genap Mufakat). Selama 
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Bapak Supriono menjabat menasah mulai dirubah menjadi masjid, dimana masjid 
dibangun secara perlahan lahan. Setelah menjabat selama 2 tahun, Bapak  
Supriono digantikan oleh AlmarhumBapak Nuhudin,yang mana beliau menjabat 
pada tahun 2009-2013, sejak saat keluar Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 
Tahun 2011,BPK (Badan Penasehat Kampung) diganti menjadi RGM (Rakyat 
Genap Mufakat), dan masa itu masih dalam jabatan AlmarhumBapak Nuhudin, 
setelah Bapak Nuhuddin meninggal dunia kemudian dilanjutkan oleh Bapak 
Hanifuddin, beliau menjabat tahun 2013 sampai 2014, selama 7 tahun pergantian 
anggota RGM (Rakyat Genap Mufakat) meunasah sudah berhasil dibagun 
menjadi mesjid sebagaimana mestinya, walau masih banyak kekurangan, dimana 
pada masa itu menasah yang dirubah menjadi mesjid membutuhkan dana yang 
cukup bayak, sehingga RGM (Rakyat Genap Mufakat) dan Pemerintahan 
kampung lainnya mengumpulkan dana dari berbagai sumber, mulai dari dana 
kampung sendiri, proposal yang diajukan, dan iuran wajib masyarakat. 
Sebagaimana kita ketahui bahwa hal yang tekadang sulit dilakukan dalam 
bermasyarakat adalah untuk mengumpulkan seluruh masyarakat guna 
pembangunan mesjid bersama, namun tidak banyak juga masyarakat yang tidak 
berpartisipasi ntuk pembangunan kampung. dari 100 % masyarakat kampung, 
kiranya hanya sekitar 50 %nya saja yang mau bergabung untuk gotong royong 
dalam pembangunan masjid.
2
 
Kemudian setelah pergantian kepala kampung ketua RGM (Rakyat Genap 
Mufakat) juga digantikan oleh Bapak Ali Sadikin dimana beliau menjabat 
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sebagaiketua RGM (Rakyat Genap Mufakat) dari tahun 2014 hingga saat ini. 
Adapun jumlah anggota RGM (Rakyat Genap Mufakat) pada masa ini berjumlah 
5 orang terhitung ketua RGM (Rakyat Genap Mufakat).Dimana anggota RGM 
(Rakyat Genap Mufakat) juga memiliki masing masing bagian atau bidangnnya 
yaitu 
3
 
1. Ketua RGM (Rakyat Genap Mufakat)   
Tugasnya mengontrol semua  kegiatan yang bersangkutan dengan RGM 
(rakyat genap mufakat) dan diketuai oleh Bapak Ali sadikin 
2. Bidang KeagamaanRGM (Rakyat Genap Mufakat) 
Tugasnya mengurus masalah keagamaan dan cenderung bekerja sama 
dengan imem kampung seperti mengadakan pengajian,memimpin peribadatan dan 
lain lain. pada bidang ini dipegang oleh Bapak Mujahidin 
3. Bidang Pendidikan RGM (Rakyat Genap Mufakat)  
Tugas bidang pendidikan cenderung dalam permasalahan pendidikan 
dikampung dan bidang ini dipegang oleh Bapak Bantamat 
4. Bidang edet RGM (Rakyat Genap Mufakat)  
Tugasnya bidang edet membahas masalah edet dikampung, seperti 
mengadakan acara maulid nabi, turun mandi dan lainnya,Bidang edet di tanggung 
jawabi oleh Bapak Jainuddin. Edet terbagi atas 4 bagian yaitu : 
a) Edet sebenar edet,  Edet sebenar edet dimanapun dan kapanpun tidak bisa 
berubah.  Emas berpuro-malu beruang, Koro beruer-ume bepeger. 
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b) Edet Istiedet.  edet istiedet merupakan peraturan yang dapat dibuat 
berdasarkan musyawarah dan mufakat dalam satu wilayah tertentu dan 
berlaku hanya untuk wilayah itu saja. 
c) Keedeten.  Keedetenmerupakan kebiasaan-kebiasaan yang terjadi sehari-
hari dan sudah turun temurun. 
d) Edet Jahiliyah.  Edet Jahiliyah merupakan perbuatan atau pergaulan bebas 
atau perbuatan sumang,Koro gere beruer-ume gere bepeger. 
5. Bidang kepemudaan RGM (Rakyat Genap Mufakat) 
Tugas bidang kepemudaan adalah berbaur dengan pemuda dan 
melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan kepemudaan itu sendiri, pada 
bidang ini dipegang oleh Bapak Jamhur. 
 
Kelima anggota RGM bekerja sama dalam melaksanakan tugas RGM 
(Rakyat Genap Mufakat).  Baik dari tugas legislasi, penganggaran, pengawasan 
dan penyelesaian persengketaan. RGM (rakyat Genap Mufakat) juga harus 
bekerja sama dengan reje, petue dan imeum kampung, karena ke 3 unsur ini 
merupakan unsur sarak opat yang tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya. 
 
2. Fungsi dan Tujuan RGM (Rakyat Genap Mufakat) 
Terdapat beberapa fungsi dan tujuan di bentuknya RGM (Rakyat Genap 
Mufakat), diantara fungsi fungsi tersebut adalah sebagai berikut :
4
 
a. Fungsi Legislasi 
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RGM harus ikut menyetujui segala perubahan qanun kampung dan hukum 
lainnya yang dirubah. RGM ikut serta bersama reje untuk mempersetujuinya. 
b. Fungsi Penganggaran 
RGM harus mengetahui dana kampung yang masuk dan keluar, 
sebagaimana tugas RGM adalah pengawasan, jadi RGM memiliki hak dan 
kewajiban untuk mengetahui segalanya tentang kampung terutama anggaran dana. 
RGM ikut serta menyetujui tentang APBK adalah Anggaran belanja tahunan 
pemerintahan kampung. 
c. Fungsi Pengawasan 
Sebagaimana dijelaskan dalam bidang pegagaran RGM harus mengetahui 
selurunya mengenai kampung. Jadi RGM haruslah mengawasi apa apa yang 
terjadi di kampung. 
d. Fungsi Penyelesaian sengketa 
RGM berfungsi untuk menyelsaikan perkara pertikaian atau perselisihan 
dikampung, dibantu oleh unsur sarak opak lainnya. Dimana dalam hal ini RGM 
melaksanakan musyawarah bersama reje dan sarak opat. 
3. Hak dan kewajiban RGM (Rakyat Genap Mufakat) 
Dalam menjalankan tugas sebagai anggota RGM (Rakyat Genap Mufakat) 
tentu memiliki wewenang dan kewajiban yang dikerjakan oleh RGM (Rakyat 
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Genap Mufakat), adapun  hak dan kewajiban RGM (Rakyat Genap Mufakat) 
adalah sebagai berikut.
5
 
a. Hak anggota RGM (Rakyat Genap Mufakat) 
Adapun yang dimaksud dengan hak anggota RGM (Rakyat Genap 
Mufakat) ialah, memilih dan dipilih. Dimana RGM (Rakyat Genap Mufakat) 
dipilih oleh masyarakat kampung melalui musyawah, dan juga RMG (Rakyat 
Genap Mufakat) memiliki hak memilih dalam prihal kampung, tepatnya 
mempersetujui apa yang terjadi dikampung. Jika adanya perubahan ataupun 
penambahan dan penghapusan qanun kampung,RGM (Rakyat Genap Mufakat) 
memiliki hak untuk ikut serta merancang qanun tersebut. Hal yang harus lakukan 
RGM (Rakyat Genap Mufakat) untuk menyelesaikan suatu permasalahan ialah 
mengajukan rancangan qanun kampung, mengajukan pertanyaan, menyampaikan 
usul dan pendapat, memperoleh tunjangan. 
b. Kewajiban anggota RGM (Rakyat Genap Mufakat) 
Sebagaimana di atas telah dijelaskan mengenai hak RGM (Rakyat Genap 
Mufakat) maka adapun kewajiban RGM (Rakyat Genap Mufakat) adalah 
 Melestarikan, mengawasi dan menegakkan nilai-nilai syariat islam 
 Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, Undang-Undang Dasar  
1945 
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 Memepertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia, serta mentaati segala peraturan perundang-undangan 
 Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam menyelenggarakan 
pemerintahan kampung 
 Memperoses pemilihan reje 
 Menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi 
masyarakat 
 Mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok 
dan golongan 
 Menghormati nilai-nilai sosial budaya, adat istiadat masyarakat setempat 
dan menjaga norma serta etika dalam hubungan kerja dengan lembaga 
kemasyarakatan. 
 
B. Peran RGM (Rakyat Genap Mufakat) dalam Pembangunan Masjid 
1. Sejarah Pembangunan Masjid Pantan Reduk 
Mesjid secara fisik adalah bangunan yang merupakam tempat untuk shalat 
dan sujud serta ingat kepada Allah SWT.
6
Mesjid juga merupakan tempat yang 
paling banyak dikumandangkan nama Allah melalui Azan, Qomat, Tasbih, 
Tahmid, Tahlil Istighfar, dan ucapan lain yang dianjurkan dibaca di Mesjid 
sebagai bagian dari lafaz yang berkaitan dengan pengagungan asma Allah. 
Mesjid disamping sebagai tempat ibadah, tempat berdialog antara hamba dan 
Khaliknya, juga berfungsi sebagai wahana yang tepat, guna bagi pembinaan 
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manusia  menjadi insan yang beriman bertaqwa danberamal shalih, mesjid bukan 
hanya tempat sembahyang dan tempat sujud semata, melainkan pula sebagai 
tempat kegiatan sosial dan kebudayaan maka bangunan Mesjid harus dijaga 
kesuciannya. Kesucian dimaksud adalah baik secara fisik kerapian tempat maupun 
persyaratan bagi setiap yang memasuki.
7
Saat ini kita lihat mesjid bukan saja 
sebagai tempat shalat saja, tetapi juga tempat memberikan pedidikan agama dan 
umum, rapat-rapat organisasi, dan lain-lain.
8
 
 Berbicara mengenai sejarah, masjid di Kampung Pantan Reduk sudah ada 
sejak tahun 2007, dimana pada mulanya mesjid ini merupakan sebuah 
menasahyang dirubah menjadi masjid, dirubahnya menasah menjadi masjid ialah 
ketika pemekaran kampung yang terjadi di Kampung Pantan Reduk. Karena 
menurut ketentuan Qanun Meukuta Alam, bahwa dalam tiap tiap mukim harus 
didirikan satu masjid.
9
 
Pada masa pemekaran Kampung Pantan Reduk, Reje pada masa itu ialah 
Bapak Hasanuddin, dimana untuk membangun masjid RGM (Rakyat Genap 
Mufakat) turut serta dalam pembangunan masjid tersebut. Masjid di pantan reduk 
diberi nama “Baitul Mu’minin” yang berarti rumah orang orang mu’min atau 
yang beriman. Dimana nama tersebut diberikan oleh bapak Fathur Rahman selaku 
ketua BKM (Badan Kemakmuran Mesjid) di Kampung Pantan Reduk. Masjid 
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Baitul Mu’minin terletak di Jalan Isaq-Jagong kecamatan linge kode pos 
24563Dusun Pengulu Sumber Makmur.
10
 
Awal mulanya masjid ini merupakan meunasah yang hanya berbentuk 
rumah dengan luas tanah 10 x 15 M2. Kemudian setelah perenovasian dari 
meunasah ke masjid terjadilah perubahan perubahan,mulai dari luas tanah yang 
awalnya hanya 10 x 15 M
2
 menjadi 25 x 40 M
2
, luas bangunan 8 x 10M
2
 . Adapun 
perubahannya yaitu
11
 
a. Bangunan yang diperluas 
b. Memfasilitasi masjid dengan pengeras suara, tirang pembatas, sapu 
dan lain lainnya 
c. Penambahan Quba masjid 
d. Perluasan ruangan imam Sholat  
e. Pembuatan kamar mandi masjid 
Seluruh masyarakat kampung ikut serta dalam membantu pembangunan 
mesjid, baik partisipasi dana maupun tenaga kerja. Masjid Baitul mu’minin 
dibangun dengan bantuan anggaran dana dari kampung, iuran wajib masyarakat 
dan proposal yang diedarkan. 
12
 
Setelah pergantian reje dikampung pantan reduk dan sudah terjadi 
beberapa kali pergantian RGM (Rakyat Genap Mufakat) masjid baitul mu’minin 
masih dalam kondisi yang hampir 90 % sama seperti sebelumnya, hanya saja saat 
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ini sudah ada jalan menuju mesjid, yang awalnya hanya tanah dengan jalan yang 
hanya boleh dilalui sepeda motor, namun sekaang jalannya sudah di semen dan 
mobilpun bisa melewatinya.  Pada masa jabatan yang sekarang ini reje dan aparat 
kampung lainnya lebih memfokuskan kepada pembangunan bangunan lainnya, 
seperti meunasah di dusun pengulu weh kiri. Dimana meunasah di dusun pengulu 
weh kiri sedang mengadakan renovasi dengan adanya anggaran dana Rp. 10 jt , 
dimana meunasah tersebut sedang membangun mck dan perbaikan teras. 
Sedangkan untuk perenovasian mesjid masih dalam program.
13
 
 
2. Peran RGM (Rakyat Genap Mufakat) Terhadap Pembangunan 
Masjid 
Peran yang penulis maksud disini adalahbagaimana status atau kedudukan 
RGM (Rakyat Genap Mufakat) dalam pembangunan masjid di Kampung Pantan 
Reduk. Dalam hal ini RGM (Rakyat Genap Mufakat) di Kampung Pantan 
Redukmasih belum berjalan sebagaimana mestinya, sebagaimana diketahui bahwa 
tugas daripada RGM (Rakyat Genap Mufakat) adalah memantau semua kegiatan 
yang ada pada kampung, memperhatikan segala kurangnya kampung, membantu 
menyelesaikan permasalahan yang ada, mengkoordinir anggaran kampung, 
memberikan solusi, memberikan pendapat dan lainnya.
14
 
Akan tetapi pada dasarnya masyarakat kampung jika ada permasalahan 
dan saran selalunya bermusyawarah kepada sekertaris kampung, dikarenakan 
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sekertaris kampung yang masih muda dan mungkin lebih merasa nyaman untuk 
menyampaikan keluhan dari masyarakatnya. Jikapun ada solusi dari masyarakat 
kampung, maka akan disampaikan langsung ke sekertaris kampung.
15
 
Anggota RGM (Rakyat Genap Mufakat) yang bekerja sebagai seorang 
petani, lebih mementingkan pekerjaan masing masing dibandingkan dalam 
mengurus pembangunan masjid, bahkan masyarakat kampung juga tidak terlalu 
perduli masalah pembangunan di Kampung Pantan Reduk.disebabkan sibuk 
dengan urusan masing masing.
16
 
RGM (Rakyat Genap Mufakat) yang juga kurang bersosialisasi dengan 
masyarakat, sehingga mengakibatkan sulitnya dalam mengajak masyarakat untuk 
ikut serta gotong royong dalam pembangunan masjid di Kampung Pantan Reduk. 
Setiap adanya pengumuman yang disampaikan melalui pengeras suara masjid 
untuk gotong royong bersama, yang hadir hanya sekitar 50 % dari masyarakat 
Kampung Pantan Reduk.
17
 
Menasah yang dulunya hanya berukuran rumah telah dirubah menjadi 
sebuah masjid. ketika masa pemekaran kampung, Pada mulanya luas tanah  
masjid  hanya 10 x 15 M, setelah pemekaran tanah masjidpun diperluas menjadi 
25 x 40 M dan bangunan masjid berukuran 8 x 10 M. Perubahan masjid tersebut 
sangatlah banyak, mulai dari bangunannya, penambahan fasilitas masjid, adanya 
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pembangunan kamar mandi masjid, penambahan quba masjid, dan perluasan 
ruang untuk imam sholat.
18
 
Perubahan dari masjid ke menasah dikarenakan pemekaran kampung. 
Sebagaimana dalam ketentuan Qanun mekuta alam, bahwa dalam tiap tiap mukim 
harus didirikan masjid.
19
Dalam hal perubahan pembangunan menasah ke masjid, 
RGM (Rakyat Genap Mufakat) turut serta dalam pembangunannya, mulai dari 
pemikiran untuk pembangunan, bermusyawarah, membangun mesjid, menata 
bangunan masjid, mengatur rancangan anggaran biaya, membentuk pembangunan  
masjid dan juga menyetujui pembangunan mesjid tersebut.
20
 
Saat ini, perubahan yang ada pada masjid Baitul Mu’minin di Kampung 
Pantan Reduk,adanya selokan air yang mengalir dan di bangun jalan menuju 
halaman masjid. Dengan demikian, dapat mempermudah jamaah untuk menujuke 
masjid. Pasalnya sebelum ada selokan air dan jalan menuju ke masjid, masyarakat 
akan kesulitan jika hujan turun, karena halaman masjid ditimbuni dengan tanah 
liat.
21
 
RGM (Rakyat Genap Mufakat) saat ini kurang memperhatikan dan perduli 
terhadap pembangunan masjid di kampung pantan reduk, karena pada dasarnya 
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saat ini sedang adanya renovasi di menasah dusun Pengulu Weh Kiri, dimana 
adanya pembangunan teras dan kamar mandi masjid.
22
 
Pada dasarnya masyarakat juga miskin pemikiran terhadap kemakmuran 
dan kesejahteraan kampung, dilihat dari pembangunan masjid yang mana 
masyarakat sangat malas ikut serta untuk membantu pembangunan masjid, baik 
dari segi gotong royongnya, iuran dana untuk pembangunan masjid.
23
 
Jadi, dari hasil wawancara denganReje Kampung Pantan Reduk, Ketua 
RGM (Rakyat Genap Mufakat) Kampung Pantan Reduk, Bapak Mantan Reje 
Kampung Pantan Reduk, Sekertaris Kampung Pantan Reduk  dan Masyarakat 
Kampung Pantan Reduk dapat peneliti simpulkan, bahwa RGM (Rakyat Ggenap 
Mufakat) masih belum menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya. Dimana 
adapun tugas dari RGM (Rakyat Ggenap Mufakat) yang dapat peneliti simpulkan 
ialah, RGM (Rakyat Ggenap Mufakat) bertugas untuk memberikan masukan 
kepada reje, mengawasi pembangunan kampung, menerima saran dari masyarakat 
untuk disampaikan kepada pihak yang bersangkutan, menjadi pemimpin dalam 
menyampaikan argumentasi masyarakat, menyetujui segala hal yang berkaitan 
dengan kampung, ikut serta dalam segala hal yang terjadi di kampung. Namun 
dari banyaknya tugas RGM (Rakyat Ggenap Mufakat), masih banyak yang belom 
dilaksanakan RGM (Rakyat Ggenap Mufakat) Kampung Pantan Reduk. terlihat 
dari hasil wawancara yang telah peneliti lakukan. 
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3. Hambatan RGM (Rakyat Genap Mufakat) Terhadap Pembangunan 
Masjid  
Hambatan atau kendala merupakan suatu hal yang harus ada disetiap 
perencanaan, pekerjaan bahkan dikehidupan kita sehari hari, setiap individu pasti 
memiliki hambatan terhadap tujuan atau apa yang diinginkannya, terlebih lagi 
dalam kehidupan bermasyarakat, baik hambatan yang kecil maupun besar 
sekalipun hambatan itu pasti ada. Namun setiap hambatan yang ada pasti ada jalan 
keluarnya.Sebagaimana firman Allah swt dalam Al Qur’an Surat Al Baqarah ayat 
286 yang berbunyi : 
                                     
                                     
                       
Artinya: “Allah swt tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan 
kesanggupannya. ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia 
mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (mereka berdoa): "Ya Tuhan 
Kami, janganlah Engkau hukum Kami jika Kami lupa atau Kami tersalah. Ya 
Tuhan Kami, janganlah Engkau bebankan kepada Kami beban yang berat 
sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan 
Kami, janganlah Engkau pikulkan kepada Kami apa yang tak sanggup Kami 
memikulnya. beri ma'aflah kami ampunilah kami dan rahmatilah kami. Engkaulah 
penolong Kami, Maka tolonglah Kami terhadap kaum yang kafir." (Q.S Al 
Baqarah 286).
24
 
 
Dari ayat tersebut dapat kita simpulkan bahwa Allah SWT tidak akan 
membebani suatu kaum sampai batas kemampuannya. Berbicara mengenai 
                                                 
24
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hambatan, maka hambatan yang sering di alami RGM (Rakyat Genap Mufakat) 
dalam pembangunan mesjid ini ialah
25
 
a. Dana yang kurang memadai 
Menimbang masyarakat masih banyak dalam keadaan ekonomi yang 
berkecukupan, dan juga anggaran dana kampung yang tidak terlalu banyak. alasan 
lain masyarakat enggan mengumpulkan iuran uang untuk pembagunan masjid 
karena mimikirkan ada dana desa yang keluar. 
b. Kurangnyapartisipasi masyarakat  
Kurangnya partisipasi masyarakat kampung pantan redu terhadap 
pembangunan mesjid yang mengakibatkan masjid lama selesai dan kekurangan 
bantuan untuk membangun masjid dan juga masyarakat juga sibuk dengan 
pekerjaan masing masing, mengingat kebutuhan keluarga yang semakin hari teus 
meningkat. 
c. Berbeda pendapat atau perselisihan pendapat  
Berbeda pendapat atau perselisihan pendapat yang mengakibatkan tidak 
kompaknya dalam pembangunan masjid. Hal seperti ini sering kita dengar karna 
untuk menyamakan isi kepala antara satu dengan yang lain sangat lah sulit. Karna 
setiap orang pasti lebih mengedepankan pendapat masing masing. 
d. Susahnya diajak gotong royong  
Seperti yang sudah dijelaskan diatas, bahwa masyarakat kampung pantan 
reduk masih banyak yang memiliki ekonomi yang kurang memadai, sehingga 
cenderung masyarakat lebih memilih mengurusi kebun mereka sendiri dari pada 
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bergotong royong di mesjid. Jika diumumkan di masjid, masyarakat yang hadir 
hanya beberapa orang saja, dikarenakan sibuk kekebun.
26
 
 
4. Solusi RGM (Rakyat Genap Mufakat) Terhadap Pembangunan 
Masjid 
Setiap permasalahan tentu memiliki jalan keluarnya, begitu pula dengan 
hambatan yang dialami oleh RGM (Rakyat Genap Mufakat). Dalam hambatan 
yang sering dialami pada pembangunan masjid di Kampung Pantan Reduk, RGM 
(Rakyat Genap Mufakat) memiliki sejumlah solusi untuk menghadapinya. Dalam 
Al Qur’an Surat Ar Ra’d ayat 11 yang berbunyi sebagai berikut 
 
                                       
                    
 
Artinya : “Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya 
bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. 
Sesungguhnya Allah tidak merobah Keadaan sesuatu kaum sehingga mereka 
merobah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. dan apabila Allah 
menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat 
menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia”. (Q.S Ar 
Ra’d : 11). 27 
 
 Sebagaimana dijelaskan pada ayat tersebut bahwa suatu kaum tidak akan 
berubah nasibnya jika ia tidak merubahnya sendiri, maka oleh karna itu setiap 
hambatan yang dihadapi haruslah memiliki penyelsaian masalah. Oleh karena itu 
RGM (Rakyat Genap Mufakat) memiliki solusi terhadap hambatan yang mereka 
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 Hasil Wawancara dengan Bapak Syeh Abu, Reje Kampung Pantan Reduk pada 
Tanggal 27 Juni 2018 
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hadapi, walaupun tidak semua berjalan sesuai yang diinginkan,akan tetapi 
sekurang kurangnya mereka telah berusaha semaksimal mungkin. Adapun solusi 
yang diajukan RGM (Rakyat Genap Mufakat) ialah
28
 
a. Menggunakan Dana Kampung 
Sebagaimana kita ketahui bahwa setiap kampung pasti memiliki masing 
masing anggaran yang telah diberikan pemerintah terhadap masing masing 
kampung. Oleh karena itu untuk setiap anggaran kampung digunakan untuk 
keperluan kampung. Seperti halnya dalam pembangunan, baik pembangunan 
jalan, pembangunan mesjid, pembangunan meunasah dan untuk lainnya. Jadi 
RGM (Rakyat Genap Mufakat) memberikan solusi untuk pembangunan mesjid 
diambil sebagian dari dana kampung. 
b. Mengutip Iuran Wajib Kampung 
Masjid merupakan fasilitas untuk masyarakat bersama, oleh karena itu 
masyarakat wajib untuk partisipasi dalam membangun masjid, sebagaimana salah 
satu cara untuk berpartisipasi ialah dengan mengumpulkan iuran,sehingga dapat 
menambah anggaran dana pembangunan mesji. Karena walupun dana dari 
kampung sudah ada tentu tidaklah cukup. 
c. Mengajukan Proposal 
Mengajukan proposal adalah salah satu cara untuk menambah anggaran 
dana, sebagaiman kita ketahui bahwa mesjid selalu memerluka perenovasian,oleh 
karna itu dana untuk renovasi mesjid tidak akan pernah cukup,oleh karena itu 
perlunya pengajuan peroposal anggaran dana. 
                                                 
28
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d. Mengayomi masyarakat agar turut serta dalam gotong royong demi 
kepentingan bersama 
Masyarakat adalah warga dari suatu kampung yang memiliki jalan fikiran masing 
masing, dan tentunya mereka semua tidak sejalan, mungkin sebagian kelompok 
mudah untuk diajak daam melaksanakan kegiatan seperti pembangunan masjid, 
namun sebagian lagi sulit untuk mengajaknya, oleh karena itu RGM (Rakyat 
Genap Mufakat) haruslah pandai dalam mengayomi masyarakatnya untuk dapat 
ikut serta dalam segala kegiatan, bukan hanya pada pembangunan masjid, guna 
keperluan bersama selaku satu kampung 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan  
1. Peran RGM (Rakyat genap mufakat) terhadap pembangunan masjid 
dikampung pantan reduk hanya berperan pada bidang anggaran, 
memberikan pendapat terhadap pembangunan masjid. Dan RGM (Rakyat 
genap mufakat) di kampung pantan reduk belom menjalankan tugas 
sebagimana mestinya. 
2. Faktor penghambat pembangunan masjid dikampung pantan reduk ialah 
a. Dana yang kurang memadai, dimana anggaran dana kampung juga 
tidak terlalu banyak yang bisa digunakan untuk pembangunan masjid, 
karena masih banyak hal lain yang harus dibangun. 
b. Berbeda pendapat atau perselisihan pendapat yang mengakibatkan 
tidak kompaknya dalam pembangunan masjid.  
c. Miskinnya pemikiran terhadap pembangunan masjid 
d. Susahnya diajak gotong royong 
3. Solusi terhadap hambatan pembangunan masjid di kampung pantan reduk 
ialah 
a. Dana dikutip dari masyarakat sebagai iuran wajib, mengajukan 
proposal dan tentunya dari anggaran kampung 
b. Lebih memperkuat tali silaturahmi 
c. Memberikan contoh yang baik bagi masyaraka 
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B. SARAN 
1. Diharapkan kepada Pengurus  RGM (Rakyat Genap Mufakat) untuk lebih 
perduli terhadap pembangunan masjid, sebagaimana kita ketahui bahwa 
faedah memakmurkan masjid sangatlah bagus, seperti yang allah 
perintahkan dalam al qur’an surat At Taubah ayat 18 dan juga di harapkan 
kepada pengurus RGM (Rakyat Genap Mufakat) untuk memberikan 
pelayanan maksimal terhadap masyarakat serta lebih memperhatikan dan 
menjalankan tugasnya sebagaimana seharusnya, karena kedudukan 
menjabat sebagai Pengurus RGM (Rakyat Genap Mufakat) merupakan 
suatu amanah yang harus dijalankan. 
2. Diharapkan kepada pengurus RGM (Rakyat Genap Mufakat) lebih pintar 
dalam bersosialisasi dengan masyarakatnya agar mau diajak gotong 
royong demi kepentingan bersama, apalagi dalam pembangunan masjid 
tentu sangat mulia jika mau bekerja untuk memakmurkan masjid allah. 
3. Kepada pemuda kampung sebaiknya lebih memperhatikan masjid agar 
menjadi generasi yang takut akan allah dan Sebaiknya setelah adanya 
masjid, masyarakat kampung haruslah meramaikan dan memakmurkan 
masjid sebagaimana fungsi yang seharusnya. 
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9. Bagaimana Peran Rakyat Genap Mufakat (RGM) Terhadap Pembangunan 
Masjid di Kampung Pantan Reduk ? 
10. Apa saja kendala dalam Pembangunan Masjid di kampung Pantan Reduk ? 
11. Apa solusi terhadap kendala yang dihadapi dalam Pembangunan Masjid di 
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